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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN
SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

\ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba b be

o ta t te

& sa $ es (dengan titik di atas)

a Jim J je

e ha h ha (dengan titik di bawah)
e kha kh ka dan ha

5 dal d de

3 zal Z zet (dengan titik di atas)

5 ra r er

3 zal y4 zet

o sin S es

g syin sy es dan ye
5% sad S es (dengan titik di bawah)
P dad d de (dengan titik di bawah)
b ta t te (dengan titik di bawah)
L Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ¢ apostrof terbalik

¢ gain g ge

o fa f ef

it qgaf q qi

4 kaf k ka

J lam I el

. mim m em

O nun n en

9 wau w we

2 ha h Ha

c hamzah ’ apostrof

S ya y Ye

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (*).
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2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ fath}ah a a
| kasrah [ [
E dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& fathah danya’ ai adani
5 fathah dan wau au adanu
Contoh:
(S kaifa
Jyh : haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
s ... | ... | fath}ah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas
kasrah dan ya’ [ I dan garis di atas
Li dammah dan wau a u dan garis di atas

CUTTUUTT.
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ol > mata

Contoh:
)  rama
g ;- gila

& :yamatu

4. Ta marbatah
Transliterasi untuk ta’” marbatah ada dua, yaitu: ta’ marbatah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta’ marbatah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbatah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbatah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
JUbY iy :raudah al-atfal
WLJ\ Lw - al-madinah al-fadilah

FReK - al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (=" dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
¥  :rabbana

P

W< :najjaina
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F1 :al-haqq
o s nuima
e ‘aduwwun

Jika huruf < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (.—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 7.

Contoh:

¥le 1Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

{75 : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ! (alif
lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf
gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
2s2l o al-syamsu (bukan asy-syamsu)
45),“ : al-zalzalah (az-zalzalah)
Gl al-falsafah
S albiladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

[}
< £,
2

05556 . ta’murana
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éﬁ"'ﬂ > al-nau’

el : syai’'un
P .
&%l - umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur 'an), alhnamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh:

FrZilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwm

9. Lafz al-Jalalah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:
& 23> dmullash &0 billah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

& 45 3 a4 hum frrahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

XV



kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-
). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasal

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazr bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tasi

Abt Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Aba

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Aba al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Aba al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Aba al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Aba Zaid, ditulis menjadi: Aba Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr
Hamid Aba)

B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swit. = subhanaha wa ta‘ala

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salam

H = Hijrah

M = Masehi
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SM

QS.../....4
HR

Sebelum Masehi

Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
Wafat tahun

QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Nama : Abdul Rahman Awan
NIM . 2120203874130041
Judul Tesis  : Deotorisasi Penghulu llegal Dalam Pernikahan Siri Di

Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Tesis ini membahas tentang Penghulu llegal Dalam Pernikahan Siri di
Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru bahwa nikah siri adalah pernikahan yang
tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak sesuai dengan Hukum
perundang-undangan Negara.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) yang
dilakukan di tengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh
data yang jelas dengan metode kualitatif deskripsi. Penelitian yang dilaksanakan
di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif. Data yang
dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan buku
angka. Adapun pengumpulan datanya menggunakan Teknik observasi, wawancara
dan dokumntasi, dengan menganalisis data menggunakan cara reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Proses penyelesaian permasalahan utama tentuanya sesuai dengan masalah
utama merumuskan. Hasil penelitian ini adalah. 1) Konteks Sosial Nikah Siri di
Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru hal yang terpenting adalah sahnya
pernikahan tersebut menurut hukum agama (Islam), walaupun secara hukum negara
pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas hukum. 2) Prosedur Pelaksanaan Nikah
Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru pelaksanaannya tidak jauh berbeda
seperti pernikahan secara resmi. Pernikahan siri yang dilakukan dikampung sudah
sah apabila sudah terpenuhi rukun dan menikahkannya adalah toko agama atau
Imam setempat yang dianggap oleh masyarakat memahami agama Islam. 3)
Otoritas Penghulu Ilegal Dalam Nikah Siri Kecematan Mallusetasi Kabupaten
Barru. Dalam otoritas penghulu memang tidak ada tetapi hanya sekedar membantu
masyarakat untuk melaksanakan pernikahanya. Bahkan penghulu ilegal sendiri
pun, tetap menyarankan masyarakat, agar mengurus sendiri ke KUA.

Kata kunci: penghulu ilegal, pernikahan siri.
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ABSTRACT

Nama : Abdul Rahman Awan

NIM : 2120203874130041

Tittle . Unauthorized Officiators in Unregistered
Marriages inMallusetasi Sub-District, Barru
Regency

This thesis discussed the issue of unauthorized officiators in
unregistered marriages in Mallusetasi Sub-District, Barru Regency.
Unregistered marriages, commonly known as "nikah siri," were marriages
not recorded in the Office of Religious Affairs (KUA) and did not comply
with the legal regulations of the state.

This research was a field study (field research) conducted within the
research object to understand and obtain clear data using a qualitative
descriptive method. The study, carried out in the field, examined issues of
a qualitative nature. The collected data generally took the form of words,
images, and numerical books. Data collection techniques included
observation, interviews, anddocumentation. Data analysis involved data
reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research were as follows: 1) The social context
of "nikah siri” in Mallusetasi Sub-District, Barru Regency, emphasized the
legitimacy of the marriage according to Islamic law, even though, legally,
the marriage lacked legal validity. 2) The implementation procedure of
"nikah siri" in Mallusetasi Sub-District, Barru Regency, was not
significantly different from formal marriages. A "nikah siri" conducted in
the village was considered valid if the essential elements were fulfilled, and
the marriage was officiated by a religious figure or local Imam recognized
by the community as knowledgeable in Islamic teachings. 3) The authority
of unauthorized officiators in "nikah siri" in Mallusetasi Sub-District, Barru
Regency, was limited. These officiators mainly assisted the community in
conducting their marriages. Even unauthorized officiators advised the
community to personally handle their marriage registrations at the KUA.

Keywords: llegal Headman, unregistered marriage.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan negara hukum Ideal yang mempunyai tatanan
hukum yang tidak terbentuk diskriminatif dan bersumber kepada kepribadian
nasional (nilai agama dan adat), kehadiran hukum ideal harus selalu dimulai dari
keinginan masyarakat. Hukum ideal tidak cukup sebagai peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan tidak cukup dengan hukum yang ideal akan tetapi harus
melakukakan penegakan hukum, pengawasan masyarakat dan sarana prasarana.

Ikatan pernikahan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga
yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dari pelaksanaan pernikahan
tersebut. Diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum
dalam pelaksanaan pernikahan sangat diperlukan terutama dalam rangka mengatur
hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna
membentuk keluarga yang Bahagia dan sejahtera.

Pernikahan adalah salah satu ketentuan atau hukum dari hukum-hukum
Allah swt yang berlaku bagi manusia secara umum.! Oleh sebab itu maka
perkawinan manusia harus sesuai aturan yang berlaku. Perkawinan tidak hanya
sekedar satu jalan yang amat mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan
keturunan, namun perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu jalan menuju pintu

perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainya.

LAhmad Ali, Syarhu Kitab An-Nikah, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-llmiyah, 2015), h. 2.



Pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perkawinan ialah batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan 19 tahun, batas
usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan
perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehinggah tidak
berakhir penceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Bahwa
perkawinan yang sah telah diatur dalam Undang-undang perkawinan. Namun masih
banyak yang terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan. Banyak
melakukan pernikahan tanpa melalui proses administrasi atau pencatatan yang telah
diatur didalam Undang-undang perkawinan.

Pernikahan mengandung aspek akibat hukum, yang melangsungkan
perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta mengadakan
hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Dengan pernikahan, manusia
dapat menjalankan fitrahnya akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Setiap
orang yang melaksanakan perkawinan harus dilaksanakan secara sah yaitu
terpenuhi syarat dan rukunnya serta resminya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka beragama Islam, dan catatan sipil
bagi mereka yang diluar agama Islam. Dibuktikan adanya surat nikah, dan surat
nikah tersebut banyak manfaatnya diantaranya mendapat perlindungan hukum.
Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat
kemanusian, untuk berhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar kasih, serta
untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti

ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.



Oleh karena itu, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan
dibawah pengawasan Pengawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian,
perkawinan dilakukakan diluar pengawasan pencatat perkawinan tidak mempunyai
kekuatan hukum. Sehingga perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang
dibuat oleh pengawai pencatat nikah. Dalam hal ini akta tersebut sebagai bukti
dalam hal menegakkan keadilan. Pencatatan tip-tiap perkawinan adalah sama
halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,
misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akta
resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa
pentingya pencatatan tersebut bertujuan untuk melaksanakan tertib administrasi
supaya tidak terjadi ketidakjelasan status dalam suatu perkawinan dan memiliki
perlindungan hukum bila suatu waktu terjadi sengketa.

Dalam tinjauan hukum pemerintahan di Indonesia suatu peristiwa yang
tidak tercatat dianggap ilegal dan hal tersebut akan dikenai sanksi hukum, jadi yang
melatar belakangi nikah siri sebagai suatu yang dipandang agak negatif adalah
dikarenakan ingin melindungi kedua belah pihak antara suami dan istri mempunyai
perlindungan hukum yang sama dan status hukum yang mengikat, karena
pernikahan siri dianggap oleh banyak kalangan tidak mempunyai kekuatan hukum
dan apabila terjadi ketidak cocokan maka bubar begitu saja, oleh karena itu di
khawatirkan apabila telah memiliki keturunan akan terlantar. Lebih jelas, penulis
menjelaskan, bahwa dikatakan nikah siri (dibawah tangan) jika pernikahan tersebut
tidak dilaporkan atau tidak tercatat di KUA atau kekantor Catatan Sipil. Sehingga

tidak ada surat-surat resmi yang memperkuat adanya ikatan pernikahan. Apabila



syarat dan rukun nikah tadi terpenuhi, maka nikah siri sudah sah secara syariat
Agama. Tetapi nikah siri tidak diakui secara sah (legal) oleh Negara, sebab tidak
tercatat dalam catatan resmi pemerintahan, baik KUA atau kantor Catatan Sipil, dan
tidak mempunyai surat/akta nikah yang diakui Negara. Apabila salah satu diantara
kedua pihak (suami istri) melanggar ikatan pernikahan maka pihak lain tidak bisa
menuntut menurut hukum yang berlaku dalam nikah siri, karena tidak terlindungi
secara hukum (Negara), maka hak-hak suami dan istri tidak bisa terjamin secara
sosial. Jika terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut hukum Sipil, pelaku nikah
siri tidak dapat menyelesaikan masalahnya melalui lembaga-lembaga hukum yang
ada karena pernikahannya tidak terdaftar.?

Kebanyakan dari masyarakat Indonesia belum sadar hukum tentang
pelaksanaan pencatatan perkawinan, sehingga masih ada beberapa warga
masyarakat Indonesia melakukan perkawinan siri tanpa menyadari akibat yang di
timbulkan dari perkawinan yang mereka lakukan itu.Pasangan suami istri dan
rumah tangga dengan latar belakang perkawinan siri/perkawinan di bawah tangan
ini juga cukup banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Barru khususnya Kecamatan
Mallusetasi

Kepala KUA atau Penghulu yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan
dengan urusan agama Islam. Tugas pokok penghulu dan fungsi yaitu memberikan
andil dalam pembagunan keluarga sejahtra, penghulu juga menjalin hubungan
lintas sektorat dengan aparat dan masyarakat dalam bidang-bidang yang menjadi

tugas pokok da fungsi penghulu. Status penghlu sebagai ujung tombak Negara

2Https://www.scribd.com/doc/86982380/Skripsi-Nikah-Siri-Dan-Akibat-Hukumnya
Miftahul rohman-SHI



dalam urusan hukum perkawinan menggambarkan hubungan yang erat antara
Negara dengan Agama. Relasi ini menempatkan penghulu di satu sisi lain menjadi
panutan masyarakat dalam bidang hukum perkawinan.

Keberadaan penghulu ditengah masyarakat setempat memiliki landasan
sosial yang kuat. Landasan ini berkaitan erat dengan keberadaan dan kewibawaan
penghulu tersebut dalam mengembangkan tugas keulamaan ditengah masyarakat,
kewibawaan ini berkaitan erat dengan tingginya interaksi yang menjalin antara
masyarakat dengan ulama penghulu tersebut dan peran sekaligus fungsi keulamaan
yang dinisbatkan masyarakat setempat terhadap mereka. relasi terjalin antara
masyarakat setempat dengan ulama penghulu tersebut baik secara langsung maupun
tidak langsung, melekatkan kewibawaan dan otoritas tersendiri pada sosok ulama.

Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan
perundang-undangan di Indonsia (UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun
1954) sampai sekarang Pegawai Pencatat Nikah Untuk memenuhi ketentuan itu
maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah, Pegawai Pencatat Nikah mempunyai tugas dan kedudukan
yang kuat menurut hukum. la adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri
Agama pada tiap-tiap Kantor Urasan Agama Kecamatan.

Pernikahan ada yang dikenal dengan nikah siri yaitu perkawinan sembunyi-
sembunyi dilakukan tanpa adanya administrasi atau pencatatan di Kantor Urusan
Agama (KUA) dan perkawinan ini tidak diakui oleh negara karena tidak
mendapatkan surat nikah meskipun secara syariat dinyatakan sah. Perkawinan siri

ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur



peraturan perundangan. Menurut hukum islam, pernikahan siri adalah sah, asalkan
terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dalam aspek peraturan perundang-
undangan perkawinan belum sah apabila belum tercatat.®> Nikah siri secara istilah
adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilakukakn secara
rahasia dan umumnya tanpa dicatatkan dalam pencatatan badan yang berwenang.*

Perkawinan siri dalam hukum Islam adanya syarat dan rukun telah terpenuhi
seperti calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ucapan ijab dan Kabul.
Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pasal 2 mendefinisikan perkawinan
menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan lbadah.®

Sampai saat ini, masih banyak ulama yang berbeda pendapat tentang
keabsahan dari pernikahan siri. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan siri
dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum
Islam. Karena pernikahan siri dilakukan dengan memenuhi syarat nikah, rukun
nikah, dan wali pernikahan. Namun pernikahan ini belum dicatatkan di KUA
sehingga tidak memiliki akta nikah. Sebenarnya akta nikah bukanlah hal yang
menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, sedangkan Sebagian ulama
berpendapat pernikahan siri tidak sah. Para ulama menentang praktik pelaku

pernikah siri, menempuh cara tersebut karena dia tidak ingin pernikahanya di

3Abd Somad, Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah Dalah Hukum Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 309.

4Mustafa Luthfi Dan Mulyadi Lutfhy, Nikah Siri, (Surakarta: Wacana lImiah Prss, 2010),
h.42.

>Burgerlijk Wetbouk, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ter Soesilo Dan Pramudiji,
(Rhedbook Publisher, 2008), h.505.



ketahui orang banyak. Padahal pernikahan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi
antara lain diketahui orang banyak agar nantinya tidak ada fitnah dikalangan
masyarakat. Hadis Nabi menganjurkan untuk mengadakan walimah (meyiarkan)

adapun H.R Bukhari yaitu:

Artinya:

“Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing’®

Nikah siri mulai dikenal setelah disahkanya Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkanya peraturan pemerintah Nomor 9
Tahun 1974 sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak
mengatur secara spesifik persoalan nikah siri, hanya mewajibkan pencatatan
perkawinan yang di atur dalam pasal 2 ayat 2. Oleh karena itu pemerintah
berkeinginan dan berupaya memberi fatwa hukum yang tegas terhadap penikahan
siri. Keinginan pemerintah tersebut kini telah dituangkan dalam rancangan Undang-
undang hukum materil peradilan agama dalam bidang perkawinan. Dalam
rancangan Undang-undang tersebut, memuat ketentuan pidana yang diatur dalam
pasal 143-153 berkenaan dengan nikah siri. Dalam pasal 143 rancangan Undang-
undang ini, pernikahan siri dianggap ilegal.’

Mengenai nikah siri, pihak perempuanlah yang paling banyak menerima
dampak negatifnya, dibandingkan pihak laki-laki. Menurut pengamatan peneliti,

ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahan di

®https://almanhaj.or.id/1303-kewajiban-mengadakan-walimah.html
"Draft Rancangan Undanng-undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.
h. 56.



lembaga sipil negara, pertama faktor biaya, alias tidak mampu membayar keperlun
biaya pengurusan berkas administrasi Pencatatan nikah (khususnya nikah diluar
kantor) atau biaya transportasi pengurusan berkas administtrasi dikarenakan berada
di daerah terpencil atau jauh dari Kantor Urusan Agama setempet. Kedua nikah siri
dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak dari calon mempelai
belum siap lantaran masih sekolah atau kulia yang masih terikat dengan kedinasan
yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu. Ketiga, dari pihak orang tua
pernikahan ini dimaksudkan adanya ikatan resmi dan juga untuk menghindari
perbuatan yang melanggar ajaran agama, seperti zina. empat, nikah siri dilakukan
karena salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur, dimana orang tua
menigiginkan adanya perjodohan antara keduanya sehingga dikemudian hari calon
mempelai tidak lagi nikah dengan pihak Lain, dan dari pihak calon perempuan tidak
dipinang orang lain. Kelima, nikah siri dilakukan karena terpaksa dimana pihak
calon penggantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita
pujaanya. Karena alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutupi aib
dilakukan dengan nikah siri.

Problematika berupa maraknya pernikahan siri yang dilakukan oleh
penghulu ilegal perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait untuk tindak
lanjuti dengan melakukan upya-upaya sosialisasi, edukasi, pencegahan dan
pemberantasan. Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah terkait, ada atau
tidaknya sanksi bagi penghulu yang melakukan praktik menyimpang atau bisa

disebut penghulu illegal.



Nikah siri di Indonesia dipraktikkan sesuai dengan syarat dan ketentuan
dalam pernikahan Islam, hanya saja tidak ada pencatatan buku nikah. Nikah siri
marak dilakukan dari rakyat biasa, hingga pejabat tinggi. Terkadang nikah siri juga
dipraktekkan oleh kalangan pelajar atau mahasiswa. Karena bagi mereka,
pernikahan dini lebih baik dari pada terjerumus dilembah pergaulan bebas.
Biasanya sang pria sudah lulus sekolah sedangkan sang wanita masih duduk di
bangku sekolah. Sehingga mereka melangsungkan pernikahan siri. Nikah siri
semaca ini sesuai dengan syarat dan ketentuan syariat Islam, bahkan sampai
mengundang tetangga untuk resepsi pernikahahn, hanya saja tidak dicatat di KUA.

Adapun macam-macam penghulu ilegal dalam pernikahan siri

1. Pernikahan tanpa adanya wali.

Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak
wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali
atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwattanpa mengindahkan lagi
ketentuan-ketentuan syari“at. Pernikahan seperti ini jelas halnya bahwa pernikahan
yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sebab wali merupakan rukun sahnya
pernikahan.

2. Pernikahan tanpa saksi atau saksi kurang kuat

Pernikahan semacam ini dilakukan secara sirri dengan beberapa alasan
malu, takut atau sengaja tidak ada saksi atau mengambil saksi satu orang saja. Bisa
juga dengan menggunakan alasan hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat

belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuanketentuan syariat
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3. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga
pencatatan negara

Menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari segi hukum formal atau
undang-undang bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Pada dasarnya, fungsi
pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang
memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah
melakukan pernikahan dengan orang lain. Pernikahan semacam ini dilakukan
secara sirri juga karena beberapa alasan seperti faktor biaya, yaitu tidak mampu
membayar administrasi pencatatan, atau takut ketahuan melanggar atauran yang
melarang Pegawai Negeri Sipil nikah lebih dari seorang, atau menyembunyikan
pernikahan dari keluarga dan lain sebagainya.

Kebanyakan dari masyarakat Indonesia belum sadar hukum tentang
pelaksannan pencatatan perkawinan sehingga masih ada beberapa warga
masyarakat Indonesia melakukan pernikahan siri tanpa menyadari akan timbulnya
persoalan dari perkawinan yang mereka lakukan. Pasangan suami istri dan rumah
tangga dengan latar belakang perkawinan siri ada beberapa di yaitu Kecamatan
Mallusetasi Kabupaten Barru.

Wilayah Kecematan Mallusetasi berada di Kabupaten Barru. Kecematan
mallusetasi yang diteliti ini terdapat 3 kelurahan Yaitu Palandro, Mallawa, dan Bojo
Baru dan 5 desa Yaitu Cilellang, Manuba, Nepo, Kupa dan Bojo. Kecematan
Mallusetasi telah mempunyai Kantor Urusan Agama (KUA) penghulu menduduki
peran ganda sebagai pejabat negara sekaligus tokoh agama, menjadi wali untuk

menikahkan pasangan pengantin, dan Penghulu nikah juga memiliki Otoritas atas
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hak dalam penyelenggaraan dan pengawas, pencatatan dan pembinaan hukum
pernikahan di masyarakat. akan tetapi masyarakat Kecematan mallusetasi dengan
kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan sehingga mereka lebih
memilih melakukan perkawinan dengan tidak dicatat dengan menjadikan tokoh
agama atau kyai sebagai penghulu pada Kecematan mallusetasi tersebut. Hal ini
disebabkan jarak untuk menemui tokoh agama atau kyai lebih dekat dibandingkan
dengan jarak tempuh menuju Kantor Urasan Agama (KUA) Kecematan
mallusetasi. Sehingga mereka enggan untuk melakukan pencatatan perkawinan

Penulis meneliti kasus yang terdapat di KUA Kecematan Mallusetasi dari
keluarga Rudi dan Darma melaporkan Pernikahanya kepada pak imam (penghulu)
yang pernah menikahkanya secara tidak tercatat di KUA untuk didaftarkan pada
KUA karena sebab pernikahan belum dicatatkan di KUA setempat sehingga adanya
permohonan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainya.
Adapun kasus lain dari keluarga Herman dan Barlia pernah dinikahkan oleh imam
dikampungnya bahwasanya pernikahanya telah memenuhi syarat dan rukun
perkawinan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, dan tidak
memiliki buku nikah sehinggah ingin mendaftarkan pernikahan di KUA untuk
diterbitkan buku nikah, pengurusan surat-surat, kelengkapan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana Otoritas terhadap
penghulu ilegal pernikahan siri Kecematan mallusetasi. Dalam Islam maupun

Undang-undang telah diatur tentang pencatatan perkawinan, prosedur perkawinan,
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pelaksaan pencatatan perkawinan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan sangsi
penghulu ilegal.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus
Fokus Penelitian adalah suatu kaidah upaya mengelolah data menjadi
Sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat
dimegerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.® Pada umumnya
fokus penelitian menegaskan sesuatu, seperti apa sesuatu itu kelihatanya,
bagaimana arahnya sehingga mendapat fokus yang tajam dalam sebuah kajian.
Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus pada kajian ini adalah:
1. Kajian bentuk-bentuk kasus sanksi terhadap penghulu illegal dalam
pernikahan siri di Kecamatan mallusetasi kebupaten barru
2. Kajian bentuk penyelesaian sanksi terhadap penghulu illegal dalam
pernikahan siri di Kecamatan mallusetasi kebupaten barru.
3. Kajian subtansi sanksi terhadap penghulu ilegal dalam pernikahan siri di
Kecamatan mallusetasi kebupaten barru.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang Yang Telah Dipaparkan, Maka Pokok
Permasalahan Yang Ingin Dikaji Adalah:
1. Bagaimana Konteks Sosial Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten
Barru?
2. Bagaimana Prosedur pelaksanaan Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi

Kabupaten Barru?

8Vvardiansa Dani, Filsafat Ilmu Komunikasih: Suatu Pengantar, (Jakarta: Indeks 2008). h.
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3. Bagaimana Otoritas Penghulu llegal dalam Nikah Siri Kecamatan
Mallusetasi Kabupaten Barru?
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam setiap kegiatan merupakan keharusan untuk mendapatkan
hasil yang maksimal serta arah yang jelas dalam menjalankan kegiatan tersebut,
berdasarkan urain latar belakang masalah dan rumusan masalah maka disimpulkan
tujuan penelitian ini sebagai beriku
a. Untuk mengetahui Konteks Sosial Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi
Kabupaten Barru
b. Untuk mengetahui Prosedur pelaksanaan Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi
Kabupaten Barru
c. Untuk Otoritas Penghulu llegal dalam Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi
Kabupaten Barru.
2. Kegunaan penelitian
d. Kegunaan teoritis
Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat akademis yang dapat menambah
informasih dan memperkaya khasanah ilmu mengetahui pada umumnya dan praktis
bidang hukum keluarga islam tentang Kegunaan praktis sangsi terhadap penghulu
ilegal dalam pernikahan siri di Kecematan mallusetasi kebupaten barru Penelitian
ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktis dalam rangkah
memecahkan problrmatika sangsi terhadap penghulu ilegal dalam pernikahan siri

di Kecematan mallusetasi kebupaten barru, dan bagaimana manfaat terhadap
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peluang adanya sangsi terhadap penghulu ilegal dalam pernikahan siri di
Kecematan mallusetasi kebupaten barru, dengan adanya penelitian ini diharapkan
dapat memberi kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa
fakultas hukum maupun masyarakat luas.

E. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini diuraikan
beberapa bab. Bab pertama membahas beberapa bagian yaitu pendahuluan yang
berisi tentang jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu untuk dikaji serta
memberi gambaran mengenai topik penelitian yang hendak dikaji. Bab ini akan
mengurangi satu persatu berupa latar belakang, fokus penelitian dan deskkripsi,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar tesis.

Bab kedua, secara khusu membahas tentang tinjauan Pustaka. dalam tinjaun
ini akan membahas tiga jenis tinjaun yakni, penelitian yang relavan. Pembahas
diangkat dengan maksud mempertegas perbedaan penelitian ini dengan beberapa
penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini betul-betul
dari karya penulis, selanjutnya bab ini akan membahas analisi teoritis subjek agar
sasaran penelitian tepat pada permasalahan yang dikaji dengan analisis terbut.
Terakhir bagian bab ini adalah kerangka teoritis penelitian. Bagian ini dikaji dalam
bab ini, sebagai tinjaun terhadap permasalahan yang diangkat agar alur penelitian

ini terarah dengan baik.

Bab ketiga, fokus kepada metode penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan
secara jelas segala hal yang berkaitan dengan metode penelitian berupa jenis dan

pendekatan penelitian, instrument penelitian, tahapan pengumpulan data, Teknik
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pengumpulan data dan Teknik pengolahan dan analisi data, Teknik pengujian

keabsahan data.

Bab keempat, mengurai secara jelas penelitian dan pembahasan. Dimana
pada bab ini akan diuraikan secara jelas deskripsi hasil penelitian dan pembahasan
hasil peneliian. Dalam deskripsi hasil penelitian akan memaparkan secara umum
berkaitan teori yang telah diangkat dengan permasalahan yang ada, lalu secara
khusus akan diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian mengenai Deotrisasi

Penghuu llegal Dalam Pernikahan Siri Di kecematan Mallusetasi Kab.Barru.

Bab kelima, adalah penutup. Bab ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama
menguraikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab
sebelumnya dan jawaban dari pokok-pokok soal yang menjadikan obyek penelitian.

Bagian kedua berisi implikasi sebagai hasil dari tujuan penelitian ini.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian relavan

Penelitian ilmiah yang menjadi acuan bagi penulis yang relavan dengan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

khairani pada tahun 2019 telah meneliti dalam bentu “tesis” Tentang Praktik
Ilegal Melakukakan Nikah Siri, peneliti tersebut menyimpulkan bahwa terjadinya
praktik ilegal terhadap nikah siri mempunyai 2 faktor yaitu. Pertama, faktor internal
yang bersumber dari oknum penghulu ilegal itu sendiri berupa ketidaktahuan
tentang adannya sangsi hukum bagi penghulu ilegal dan rendahnya kesadaran
hukum untuk tidak berbuat atau bertindak di luar kewenangan. Kedua yaitu, faktor
eksternal yang bersumber dari dua hal, pertama, pasangan nikah siri berupa
rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum tentang pentingnya pencatatan
perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari nikah siri. Terkendala persyaratan
adminstrasi secara hukum seperti ketentuan batas usia perkawinan dan tidak
memiliki akta penceraian dengan mantan pasangan sebelumnya. Persamaan
penelitian ini yang terletak di objek penelitian yaitu Tentang Praktik llegal
Melakukakan Nikah Siri, sedangkan perbedaanya adalah fokus penelitian yaitu
dimana penelitian ini berfokus pada terhadap Otoritas penghulu ilegal dalam
pernikahan siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Waisul Qurni, tahun 2014 dalam jurnalnya meneliti tentang Sangksi Bagi
Penghulu llegal dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946. Undang-undang No.

32 Tahun 1954, penghulu adalah Pegawai negeri sipil sebagai pencatatan nikah

16
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yang diberikan tugas pentugas, tanggung jawab, wewenan dan hak secara penuh
oleh Menteri Agama yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam dan
kegiatan penghulu. Tugas pokok seorang penghulu adalah melakukan perencanaan
kegiatan penghulu pengawasan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan
pengawasan nikah dan rujuk,penasihatan dan konsultasi pengawasan nikah dan
rujuk dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga Sakinah, serta pemantauan
dan evaluasi kegiatan penghulu dan pengembangan kepenghuluan. Seseorang dapat
dikatakan sebagai penghulu illegal, yaitu penghulu yang tidak sah atau tidak resmi
dalam melakukan pencatatan perkawian, terbagi dua kriteria, pertama seseorang
tidak mempunyai wewenan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undang.
Kedua, penghulu yang sah dan diangakat sesuai dengan peraturan perundang-
undang, akan tetapi dia menyalagunakan wewenangan atau posisinya tersebut yang
tidak sesui dengan perintah dan amanat Undang-undang. Terkait sangksi bagi

penghulu ilegal .®

Persamaan yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji Penghulu llegal menurut
Undang-undang, adapun perbedaanya adalah objek penelitian dan fokus penelitian,

penelitian ini berobjek Di kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Jumrawati pada tahun 2019 telah meneliti dengan judul Sanksi Pidana Bagi
Pelaku Nikah Siri dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Materil

Peradilan Agama Bidang Perkawinan, peneliti menemukan bahwa keberadaan

SWaisul Qurni, Sangksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946
Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif
Hidayatullah, 2014.
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nikah siri dari hukum Islam itu diaukui keberadaanya dan nikah siri dianggap oleh
masyarakat karena memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan hanya saja tidak sah
dalam hukum positif, namun nikah siri dalam rancangan Undang-undang peradilan
agama itu di anggap pernikahan illegal karena tidak mengikuti aturan yang berlaku
dan diatur dalam pasal 134. Walaupun pemerintah sudah melarang dan
mengilegalkan pernikahan siri, namun tetap saja masih banyak masyarakat yang
melakukan nikah siri karena mereka menganggap bahwa nikah siri itu sah dimata
agama walaupun tidak sah dalam negara atau hukum positif. Dalam Rancangan
Undang-undang hukum materil peradilan Agama ini jelas bahwa ada sangksi yang
tertuang dalam pasal 143-151 bagi pelaku nikah siri namun, tidak hanya itu saja
dalam Rancangan Undang-undang ini bukan hanya berlaku nikah siri saja yang
mempunyai sangksi akan tetapi orang-orang yang membantu melaksanakan
pernikahan siri juga mempunyai sangksi yang berupa sangksi kurungan dan sangksi
denda yang ada dalam Rancangan Hukum Materil Peradilan Agama. Adanya
Rancangan Undang-undang ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk
meminimalisirk praktek nikah siri dikalangan masyarkat. Persamaan yang diteliti
yaitu sama-sama mengkaji Penghulu llegal, dan menggunakan penelitian Pustaka,
adapun perbedaanya adalah objek penelitian dan fokus penelitian, penelitian ini
berobjek Di kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan menggunakan penelitian

lapangan.

Enik Isnaini, meneliti jurnal tentang Perkawinan siri dalam persepektif
hukum islam, hukum positif dan hak asasi manusi. Perkawinan siri merupakan

bentuk ajaran hukum islam dan jika dipandang dari hukum perkawinan yaitu
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Undang-undang Nomor 1 Tahun Ajaran 1945, perkawinan siri merupakan bentuk
perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Namun hal ini dikaitkan dengan
adanya hak Asasi manusia, dimana perkawinan merupakan hak dasar yang dijamin
oleh konsitusi maupun Undang-undang maka perkawinan siris sah-sah saja. Oleh
karena itu masalah perkawinan siri merupakan konflik norma yaitu norma hukum
islam, hukum perkawian dan hak asasi manusia. Sehingga perkawinan keberadaan
perkawinan siri yang berkembang dimasyarakat terdapat pro dan kontrak.
Perkawinan siri dilakukakn dibawah tangan yang mana menurut ketentuan hukum
Islam adalah sah, sedangkan secara hukum dapat dikatakan tidak sah atau dapat
dilakukan. Untuk mendapatkan status hukum perkawinan siri dengan jalan
mengisbatkan dahulu (pengesahan) perkawinan di pengadilan agama. Bagi orang-
orang melaksanakan perkawinan siri dapat dikenakan peraturan pemerintan Nomor
9 Tahun 1975 pasal 45, yang dikenakan aturan ini bukan karena pelaksanaan dari
perkawinan itu tetapi karena pelanggaran.® Persamaan yang diteliti yaitu sama-
sama mengkajin pernikahan siri, dan menggunakan penelitian Pustaka, adapun
perbedaanya adalah objek penelitian dan fokus penelitian, penelitian ini berobjek

Dikecematan Mellusetasi Kab. Barru dan menggunakan penelitian lapangan.

Ari Rianti, pada tahun 2018 padaa jurnalnya meniliti tentang nikah siri dan
impilikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, nikah siri merupkan
permasalahan dimasyarakat yang tak kunjung berakhir, banyak impilikasinya yang

timbul dari pernikahan siri. Dan kurang pemahaman masyarakat terhadap hukum

Enik Isnaini, perkawinan Siri Dalam Persepktif, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusi,
Jurnal Independent Vol. 2 No. 1. h. 51.
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Islam dan kesadaraan masyarakat tentang pencatatan pernikahan, implikasi nikah
siri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga membuat pasangan suami istri
yang melakukan nikah siri terhadap keharmonisan karena banyak dampak negatif
yang mereka alami hingga menimbulkan perdebatan dan pertengkaran, sehingga
dalam rumah tangga tersebut tidak ada kedamain dan ketenangan yang membuat
rumah tangga tidak harmonis. Nikah siri disebut pernikahan dibawah tangan dalam
konteks masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau
wali sanksikan oleh para saksi, akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan
Agama.!! Persamaan yang diteliti yaitu sama-sama mengkajin pernikahan siri, dan
menggunakan penelitian Pustaka, adapun perbedaanya adalah objek penelitian dan
fokus penelitian, penelitian ini berobjek Di kecamatan Mallusetasi Kabupaten
Barru dan menggunakan penelitian lapangan.
F. Analisi Teoritis subjek

Adapun Analisis Teoritis Subjek berdasarkan judul tesis yang diajukan oleh
penulis sebagai berikut:

1. Teori Otoritas

Menurut Max Weber atas struktur-struktur otoritas dimulai dalam suatu cara
yang konsisten dengan asumsi-asumsinya tentang hakikat Tindakan.? Kemuadian
mendefinisikan dominasi sebagai propabilitas bahwa semua perintah akan dipatuhi
oleh sekolompok orang tertentu.*® Ini disebut dengan otoritas, dan yang melandasi

otoritas bagi para pengikutnya yaitu rasional, tradisonal dan kharismatik. Terdapat

HRianti, Nikah Siri Dan Impilikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga,
Uin Raden Intag Lampung, 2018, h. 28

12Max Weber, The Teory Social. h. 30.

13Geoege Ritzer, Sociological Theory, (New York: Mc Graw Hiil, 2018), h. 2019.
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tiga jenis otoritas murni yang mendasar yakni pertama, kepercayaan dalam sebuah
standar legalitas dan pola-pola aturan normatif dan hak kepada kuasa di bawah
aturan tersebut standar legalitas dari pola-pola aturan normative dan hak kepada
kuasa di bawah aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah-perintah hukum atau
kuasa, jenis ini dinamakan otoritas rasional. Kedua, sebuah alasan keimanan dalam
sebuah kesucian tradisi dahulu dan keabsahannya dari para pengikutnya, jenis ini
adalah otoritas tradisional. Ketiga otoritas kharismatik, yang melettakan ketaatan
dalam sebuah kasus tertentu atau keilhaman seseorang.
a. Otoritas Tradisional

Otoritas Tradisional dilegitimasikan oleh kesucian tradisi. Dalam otoritas
ini, tatanan sosial saat ini dipandang sebagai suci, abadi, dan tidak bisa dilanggar.
Orang atau kelompok dominan, biasanya, didefinisikan oleh warisan, dianggap
telah ditetapkan sebelumnya untuk memerintah yang lain. Rakyat terikat dengan
penguasa oleh ketergantungan personal dan tradisi kesetiaan, dan ketaatan mereka
kepada keyakinan-keyakinan kultural seperti hak-hak ilahi para raja. Otoritas
Tradisional didasarkan oleh para pemimpin, dan keyakinan pada bagian dari
pengikut, bahwa ada kebijakan dalam kesucian aturan kuno dan kekuasaan. semua
sistem pemerintahan sebelum berkembangnya negara modern merupakan contoh
otoritas tradisional. Meskipun kekuasaan penguasa dibatasi oleh tradisi yang
melegitimasikannya, pembatasan ini tidak ketat, karena pihak penguasa secara
tradisional dianggap tetap memiliki kesewenang-wenangan. Umumnya, otoritas
tradisional cenderung mengabadikan status quo dan tidak cocok bagi perubahan

sosial.
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b. Otoritas Legal

Otoritas Legal ini merupakan organisasi yang terus menerus dari fungsi-
fungsi resmi terikat oleh aturan. Kompetensi yang ditetapkan melibatkan bidang
yang menjadi kewajiban yang menjalankan fungsi yang telah ditandai sebagai
bagian dari pembagian kerja yang sistemtis, penyediaan incumbent dengan kuasa
yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, dan melaksanakan
kekuasaan yang teroganisir yang disebut dengan organisasi administrasi.

Asumsinya ialah bahwa aturan-aturan legal sengaja dibuat untuk
memajukan pencapaian rasional atas tujuan-tujuan kolektif. Dalam sistem semacam
itu, kepatuhan tidak disebabkan oleh orang, apakah ketua tradisional atau pemimpin
kharismatik, melainkan oleh seperangkat prinsip impersonal. Prototipenya adalah
pemerintahan modern yang memiliki monopoli atas penggunaan paksaan fisik
secara sah, dan prinsip-prinsip yang sama tercermin dalam berbagai badan
eksekutifnya, seperti militer, dan juga di perusahaan-perusahaan swasta, seperti
pabrik. Sementara atasan memiliki otoritas atas bawahan, yang disebut pertama
maupun disebut terakhir tunduk pada otoritas badan resmi yakni regulasi
impersonal. Otoritas legal dapat dilambangkan dalam frase, Pemerintahan hukum,
bukan orang.
c. Otoritas Kharismatis

Istilah kharisma oleh Max Weber merujuk kepada sebuah kualitas
individual tertentu. Otoritas yang disahkan oleh kharisma, bersandar pada kesetiaan
para pengikutnya. Kesucian luar biasa, teladan, heroisme, atau kemampuan

istimewa. Ketaatan pada pemimpin dan ke yakinan bahwa keputusannya meliputi
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semangat dan cita-cita gerakan adalah sumber kataatan kelompok pada perintah-
perintahnya. Pemimpin kharismatis mungkin muncul dalam hampir semua bidang
kehidupan sosial, seperti nabi-nabi, penghasut politik, atau pahlawan-pahlawan
militer. Memang, unsur kharisma terlibat kapanpun orang mengilhami orang lain
untuk mengikuti jejaknya. Otoritas kharismatik biasanya bertindak sebagai
kekuatan revolusioner, karena melibatkan penolakan nilai-nilai tradisional dan
pemberontakan menentang tatanan yang sudah mapan, sering sebagai reaksi
terhadap krisis.*

Menurutnya dalam otoritas, sangat sering terlihat dalam perspektif
penumbra psikologis. Fakta bahwa orang dalam posisi otoritas sering didasari
dengan harga diri, rasa hormat dan kekaguman dari hasil di atribut yang
diidentifikasi dalam otoritas Orang yang berkharisma menurut Weber, Berdasarkan
pengertian otoritas dan kharisma, Weber memahami otoritas kharismatis sebagai
tipe yang keabsahannya berdasarkan pengakuan terhadap kualitas istimewa
misalnya pahlawan, dan kesetiaan kepada individu tertentu serta komunikasi
bentukannya. Orang taat, bukan karena legalitas atau tradisi, melainkan karena
kharisma individu pemberi perintah itu. Otoritas kharismatis dan orang berkharisma
cenderung menolak perilaku ekonomi rasional dan tidak mengutamakan uang
karena lebih menekankan misi dan panggilan.

Penulis mekemukakan adanya otoritas tunggal dalam prosesi pernikahan.
Melalui mandat Undang-undang, penghulu nikah memiliki otoritas hak dalam

menyelenggaraan, pengawasan, pencatatan dan pembinaan hukum pernikahan di

“Ayub Ranoh, Pemimpin Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis atas Kepemimpinan
Kharismatis Sukarno, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), h. 52.
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masyarakat. Dalam konteks tersebut, penghulu memiliki peran ganda, yakni
sebagai pejabat administrasi negara sekaligus sebagai ulama.
2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.
Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan
adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai
wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat
menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa
dijawab secara normatif, bukan sosiologi.*®

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau das sollen, dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma
adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi
aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya
aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.®

Dalam uraian menurut kalse tenteng sangsi penghulu ilegal dalam

perkawianan sebagai berikut

5Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
(‘Yogyakarta: Lakshang Pressindo, 2010), h. 59.

16peter Mahmud Marzuki, Pengantar IImu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.
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a. Kriteria penghulu ilegal pertama ini secara murni tidak mempunyai kewenangan
sebagai penghulu, akan tetapi melakukan perbuatan seperti penghulu yang sah
secara hukum. Seperti seorang ustadz atau tokoh masyarakat bertindak
sebagaimana layaknya seorang penghulu, padahal ia belum atau tidak diberi
mandat oleh sebagai Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPN). hal ini
berdasarkan pasal 4 PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan
Rujuk, yang berbunyi sebagai berikut: Pelaksanaan tugas Penghulu dan
Pembantu Pembantu Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1)
dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh Pembantu Pencatat Nikah.
Artinya diwajibkan bagi Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPN).,
menjalankan tugas dan kewenangan dengan mandat dari Pembantu Pencatat
Nikah, sehingga konsekuensi hukumnya jika Pembantu Pencatat Nikah tidak
mendapat mandat atau dicabut mandatnya oleh PPN, maka tidak dapat
menjalankan tugas dan kewenangannya, sekalipun telah memperoleh Surat
Keputusan Pengangkatan sebagai Pembantu Pencatat Nikah.

b. Kriteria penghulu ilegal kedua, penghulu sebenarnya diangkat dan diberikan
mandat oleh Pembantu Pencatat Nikah (PPN) sebagai penghulu, akan tetapi
dalam menjalankan kewenangannya tersebut tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. Hal ini bisa terjadi apabila penghulu melakukan: a. Penghulu
menikahkan pasangan nikah siri, b. Penghulu menikahkan pasangan poligami
yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama, c. Penghulu menikahkan

pasangan nikah di bawah umur yang tidak memiliki dispensasi dari Pengadian
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Agama, Penghulu menikahkan pasangan kawin kontrak atau pasangan nikah
mut“ah dan pasangan sejenis.!’

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan
hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan
yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan
atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.8

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan
bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan
kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan
dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.
Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan
dan kebahagiaan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian
tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia
menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau
menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan
hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan

7Khairani, Praktik Penghulu llegal Melakukan Nikah Siri Di Kecamatan Kahayan Hilir
Pulang Pisau,Tesis, (Palangkaraya t. 2019h.13.

8Dwika, “Keadilan Dari Di mensi Sistem Hukum”,
http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011), diakses pada 5 Januari 2018
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bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.
Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang
buruk.*

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridi Dogmatik yang
didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung
melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut
pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,
tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.
Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat
suatu turan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum
membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau
kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.?°

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi
keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh
berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam
suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam
perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar
suatu perjanjian atau kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antara
subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa).
Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat

pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi

19Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit,
Kamus Istilah Hukum, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 385.

20Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta:
Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), h. 82-83.
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bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang
dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian atau kontrak tersebut harus
dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang
menyewakan.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah
sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan
penegak hukum untuk demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga
ketertiban dalam setiap aspek kehidupan, mendayagunakan hukum yang sama
untuk kasus yang sama. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali pula sebagai
doktrin the supremestate of national law yang mengajarkan dan meyakini adanya
status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otiritas lain, semisal otoritas politik.
Inilah doktrin yang berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum,
khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-
rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi suatu
perkara, menurut ajaran ini demi kepastian dan jaminan akan kepatuhan, hanya
norma hukum yang telah diundangkan yang disebut hukum nasional yang positif
itu sajalah yang boleh digunakan secara murni dan konsekuen untuk menghukumi
sesuatu demi terwujudnya peradilan yang independent dengan hakim proofesional
yang tidak memihak.?*

Kepastian hukum merupakan bagian dari hukum dan dibutuhkan sebagai

upaya untuk menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum, setiap perbuatan

ZAhmad  Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana,
2009, Vol. 1), h. 204.
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yang terjadi dengan kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi yang sama pula.
Ini adalah keadilan dalam bentuk persamaan di hadapan hukum.?? Berkaitan dengan
kepastian hukum tersebut, Satjipto Rahardjo memiliki pandangan bahwa
masyarakat modern sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai
interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum.
Kepastian hukum menjadi semacam ideologi dalam kehidupan berhukum, sehingga
diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi
ideologi, terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara pernyataan dan
kebenarannya.?®

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai
bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah
pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang
siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat
memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.
Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum
tanpa diskriminasi.

Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang
secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif,
aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan
peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta

merta dapat diprediksi sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan

22Djanedri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional “Praktek Ketatanegaraan Indonesia
Setelah Perubahan UUD 1945 (Jakarta: Konpress, 2013), h. 136.

23 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta: Uki Press, 2006), h. 133.
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pegangan inilah, masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan
mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.
3. Teori Magasid Syariah

Secara harfiah dapat dijelaskan bahwa Maqasid Syariah terdiri dari dua kata,
yaitu kalimat Maqasid, kata Maqasid bentuk jama’ dari magasad yang memiliki
makna maksud atau tujuan, sedangkan Syariah mempunyai definisi yang ketentuan-
ketentuan atau hukum-hukum Allah yang disyariatkan atau diperintahkan untuk
menjalankan kepada manusia supaya menjadi pedoman untuk mencapai
keberuntungan dan kebahagian hidup di dunia maupun di akhirat. Maka Magasid
Syariah yaitu suatu alat bantu dan menerapkan pensyariatan hukum yang mana
secara prinsip Maqgasid Syariah merupakan bentuk dari tujuan penerapan satu

hukum di dalam Syariah.

Maqasid Syariah berarti tujuan Allah dan rasul-Nya dalam merumuskan
hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan
sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum orientasi kepada
kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para
ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur‘an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum
disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia

maupun di akhirat kelak.

Memahami Magasid Syariah secara utuh adalah sesuatu yang diharuskan

bagi seseorang yang ingin memahami Nas-nas Syar’i secara benar. Magasid

24Sidharta Arief, Mauwissen Tentang Pengembangan Hukum, IImu Hukum, Teori Hukum
dan Filsafat Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h. 8.
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Syariah terkait erat dalam ushul figh, karena ushul figh adalah pijakan bagi para
anggota hukum dalam berijtihad atau memberikan fatwanya, selain itu Magasid
Syariah merupakan metode yang tepat dalam menghadapi masalah-masalah hukum
Islam masa kini. Imam Al-Syatibi merajar jika kemudian upakan peletak dasar ilmu
magasid sihinggah Al-Syatibi disebut-sebut dengan bapak magasid Syariah.?®
dalam kitabnya Al-Muwafagot mengatakan bahwa, dalam upaya menggali hukum
islam atau Istinbal Al-Ahkam seseorang harus memahami magasid syariah.?
Magasid Syariah terbagi 5 macam yaitu memelihara agama, Memelihara Jiwa,
Memelihara Akal, Memelihara Keturunan, dan Memilihara Harta.

Agama Islam mengandung suatu pedoman hidup dalam syariah, syariah itu
meletakkan fundament bagi suatu kehidupan sejati.?” Hukum menjadi panutan
masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti sampai akhir
hayat. Setiap keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek
hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan
keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu, itulah manusi berharap pada
hal-hal sebagai berikut.?®

1. Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain.
2. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal dan
yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar.

3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum.

BMuhammad ali rusdi bedong, magasid al-mukallaf,(depok, pt rajagrafindo persada,
2022, h, 34.

26 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Figh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h 245.

%’Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 90.

%Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: CV. Pusataka Setia, 2013), h.
213.
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4. Saling control di dalam kehidupan masyarakat, sehingga tegaknya hukum
dapat diwujudkan oleh masyarakat itu sendiri.

5. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-
batas hukum dan norma sosial.

6. Regenerasi sosil yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan
kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegera.

Magqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan
hukum-hukum Islam. Tujuan itudapat ditelusuri dalam Ayat-ayat Al-Qur’an dan
sunnah Rasulullah yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.?

Magqasid syariah adalah tujuan disyaratkan hukum Islam. Tujuan hukum
harus diketahui oleh mujahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum
dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemprorer
yang kasusnya tidak diatur secara ekseplisit oleh Al-Qur’an dan hadis. Teori
magasid syariah pada dasarnya kemaslahatan harus merujuk pada nilai-nilai
kebaikan. Dalam magasid syariah terdapat kaidah kulliyah. Kaidah kulliyah
meliputi Al-Dharuriyat (primer), Al-Hajiyat (skunder) dan Al-Tahsiniyah (tersier).

Al-Dharuriyat secara Bahasa merupakan kata plural dari dharury yang
berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan mencapai tingkat darurat. Meliputi,
menegkkan agama, perlindungan jiwa, proteksi akal, memelihara keturunan dan
perlindungan harga.

Al-Hajiyat adalah sesuatu yang dibutuhkan namun, tidak sampai pada

tingkat darurat. Misalnya trngsaksi ijual beli, trangsaksi sewa dan sebagainya. Al-

29Gatria Efendi M Zein, Usul Figih, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h.213.
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Hajiyat sesuatu yang dianggap baik secara adat tanpa ada kebutuhan yang
mendasar, seperti menghilangkan keahlian syhadat bagi budak.

Menurut penulis mayoritas ulama lebih unggul dalam hal ini. Karena
pernikahan tidak sah jika tidak memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan,
sedangkan nikah siri tidak disaksikan dua saksi tidak memenuhi syarat dan
ketentuan. Memiliki nilai-nilai magasid syariah Islam. Jadi, nikah siri yang
disaksikan dua saksi, namun kedua saksi tersebut disuruh merahasiakanya, karena
hal ini sudah memenuhi nilai-nilai magasid syariah dalam pernikahan.

G. Definisi Istilah/ Pengertin Judul

Penjabaran terhadap definisi operasional bertujuan untu memberikan
Batasan dan pemahaman kepada pembaca secara jelas dan konkret agar lebih
mudah dalam memahami penelitian ini. Pengertian judul penting untuk diuraikan
agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Penelitian ini berjudul “Deotorisasi
Penghulu Ilegal Dalam Menikah Siri Dikecematan Mallusetasi Kabupaten Barru”
beberapa diksi penting yang akan penulis bahas berdasarkan judul untuk
memperjelas dan memberikan gambaran umum mengenai maksud judul penelitian
ini.

1. Deotorisasi
Deotorisasi adalah tidak ada kekuasaan yang sah yang diberikan kepada

Lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan

30A|-Mahally, Syarth Al-Jalal Mahally Ala Jam’i Al-Jawami’ (Dar Al-Kutub Al-IImiyah,
Tt,Tc)., Jus 2 h. 322.
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fungsinya yaitu dengan hak bertindak, hak kekuasaan atau berwenang, hak
melakukan Tindakan dan hak membuat peraturan memerintah orang lain.3
2. Penghulu ilegal

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, penghulu memiliki pengertian
kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan Agama Islam, penasihat urusan agama
Islam di Pengadilan Negri, Kadil. Adapun pengertian ilegal didefinisikan tidak
legal, tidak sah.3? Berdasarkan definisi ini, maka penghulu ilegal dari segi
perkawinan dapat diartikan penasihat urusan agama Islam yang tidak sah.

Penghulu atau yang biasa disebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ialah
pegawai Pencatat Negri yang diangkat oleh menteri agama berdasarkan Undang-
undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecemtan. PPN
mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundangan-undangan d Indonesia
sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini.
Sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang
dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayhnya. Penghulu ilegal, seseorang
dapat dikatakan sebagai penghulu yang tidak sah atau tidak resmi dalam
melaksanakan pencatatan pernikahan, yaitu seseorang tidak memiliki kewenangan
yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah ketika
ada seseorang bukan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan melakukan tugas dan kewenangan seperti penghulu, maka

perbuatanya tersebut termasuk merupakan perbuatan yang tidak sah.

3https://kbbi.web.id/otoritas.
32Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 532-
1360
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Kriteria penghulu ilegal, seseorang dapat dikatakan sebagai penghulu tidk
sah atau tidak rsmi dan melakukan pencatatan pernikahan dapat dikategorikan
berikut:

a. Seseorang tidak mempunyai kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan maksudnya adalah ketika ada seseorang bukan dasar
kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan melakukan
tugas dan kewenangan seperti termasuk perbuatan yang tidak sah.

b. Penghulu yang sah dan diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
akan tetapi dia menyalahgunakan kewenangan atau posisi tersebut yang tidak
sesuai dengan perintah dan amanat undang-undangan.

3. Pernikahan

Istilah nikah berasal dari Bahasa arab, yaitu ~\Sill adapula yang mengatakan
perkawinan menurut istilah figh dipakai dipakai perkataan nikah dan perkataan
zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Arti nikah menurut
syari’at berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafore
saja. Arti pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-
laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian akad.** Secara
terminologi pernikahan itu merupakan perjanjian hukum (agad) untuk
membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati
kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi

dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar.

3Muhammad Yunus Shamad, Hukum Pernikahan Dalam Islam, Jurnal, Vol. V No. 1
September 2017. h. 1.



36

4. Siri

Siri menurut kamus Bahasa arab al-munir berasal dari kata sarra yasirru
sirran yang mempunyai arti rahasia.® Nikah siri adalah nikah yang disembunyikan,
dirahasiakan dan tidak diketahui oleh masyarakat luar, suatu pernikahan yang meski
telah memenuhi syarat rukun niakh, tetapi karena alasan tertentu tidak dicatatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA), Nikah siri dalam kontes yurudis di Indonesia adalah
pernikahan secara syari dengan diketahui oleh orang banyak hanya saja tidak
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga yang membedakan antara
nikah siri dengan pernikahan resmi adalah adanyaa akta nikah sebagai bukti telah
terjadinya pernikahan. pernikahan siri yang meski sah secara syar’i namun karena
mempunyai bukti tertulis berupa akta nikah, maka tetap ilegal secra hukum
negara.®

Secara terminologis pernikahan siri mempunyai definisi perkawinan yang
dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
atau Kepala KUA, oleh karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan
Agama (KUA) sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah,
dan biasanya orang yang dipercaya untuk menikahkan dalam perkawinan siri
adalah para ulama atau kyai dan orang muslim lainnya yang dianggap atau
dipandang mengetahui hukum-hukum masyarakat. Itulah pengertian nikah siri yang
berkembang di kalangan masyarakat Indonesia yang biasa disebut dengan kawin

kampung (nikah dibawah tangan), yaitu pernikahan yang telah memenuhi syarat

34Munir Baalbaki, Buku Kamus Al Munir, Surabaya: Cv. Anugrah 1990, H, 189.
3Lukman A. Irfan, Nikah, Yogyakarta: Pt Pustaka Insani Madani, 2018. h. 84.
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dan rukun yang telah ditetapkan oleh aturan agama, hanya saja pernikahan tersebut
tidak dicatatkan pada KUA.

Makna diam-diam dan tersembunyi ini memuncukan dua pemahaman yaitu
pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada orang banyak atau
pernikahan tidak diketahui atau tidak tercatat dilembaga negara. Pernikahan siri
yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang memaksa
seseorang untuk merahasiakan pernikahanya. Pernikahan siri umumnya dilakukan
oleh orang-orang beragama Islam

D. Bagan Kerangka pikir

TEORI MAQASID SYARIAH
PENGHULU ILEGAL PERNIKAHAN SIRI

Imam Al-Syatibi - memelihara agama Deotoritas
penghulu ilegal

-Memelihara Jiwa
-Memelihara Akal

-Memelihara Keturunan

-Memilihara Harta

Gambar 1 : Bagan Kerangka Fikir



BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Jenis Dan Pendekaatan Peneletian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), penelitian ini
mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara insentif yang disertai
analisis dan pengujian Kembali pada semua data atau informasih yang telah
dikumpulkan. Dilihat sisi pelaksanaanya, penelitian secara langsung berinteraksi
kepada dengan pengelolah Kantor Urusan Agama Kecematan Mallusetasi Kab.
Barru untuk mendapatkan data Sangksi Penghulu llegal Dalam Pernikahan Siri
Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian
yang Menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.®

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif dan sifat deskriptif, yaitu pendekatan yang diarahkan pada latar dan invidu
secara holistic (utuh). Sehinggah dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan
individua tau organisasi ke dalam variable atau hipotesisi, tetapi memandang
sebagai bagian dari suatu ketuhan. Menurut Bogdan dan taylor sebagaimana dikutif

moleon “metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang

%6Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), h.41.
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menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informasin
yang perilakunya dapat diamati”.®’

Salah satu pertimbangan menggunakan pendekatan kualitatif dalam
penelitian ini adalah agar lebih mudah menyusaikan dengan penelitian umum ini
apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Pendekatan ini menyajikan secara
langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dengan metode ini pula
akan lebih peka dan lebih dapat menyusaikan dengan banyak menajaman terhadap
permasalahan yang akan diteliti.

Pada praktekanya pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui
keadaan responden secara mendalam, sejauh mana sistem eksekusi mempengaruhi
penggugat yang termasuk dalam hal ini untuk mengetahui bagian mana dari sistem
tersebut yang dominan mempengaruhi pengugat sehingga tidak bermohon
eksekusi. Peneliti mengharapkan dapat mengidentikasi fenomena tertentu yang
diakibatkan sistem eksekusi yang berlaku saat ini.

B. Paradigma Penelitian

Dalam suatu penelitian, setiap penelitian menggunakan cara pandang atau
paradigma yang berbeda-beda. Maksud paradigma dalam penelitian ini adalah
separangkat keyakinan dasar Sebagian sistem filosofis utama, induk atau payung
yang merupakan konstruksi manusia yang memandu manusi dalam penelitian

ilmiah untuk sampai pada kebenaran realitas dalam displin ilmu tertentu, dalam

sebuah penelitian melihat paradigma yang berorentasi pada

37Lexi j,moleon, metode penelitian kualitatif, (bandumg: remaja rosdakarya, 2013), h.3.
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proses dinamis yang tidak terikat perlakuan tunggal yang ketak, tetapi fokus pada
realitas yang terjadi.>®

Berdasarkan makna tersebut dapat di fahami bahwa penelitian ini fokus
pada paradigma alamiah atau naturalism paradigma artinya penelitian ini
mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks
sosial-kultura yang saling berkaitan satu sama lain, karena itu setiap fenomena
sosial diungkapkan secara holistik. Paradigma naturalistic ini mengambbarkan
bahwa perilaku dan makna yang dianut sebagai masyarakat di Kecematan
Mallusetasi Kab. Barru hanya dapat dipahami melalui analisis terhadap lingkungan
alamiah (natural setting). Paradigma ini melahirkan kajian terhadap masyrakat
sebagai salah satu Instrument non manusia sulit digunakan secara luwes untuk

menagkap berbagai realitas dan interaksi tersebut.

C. Sumber Data
Menurut suharismi arikunto, yang dimaksud sunber data dalam penelitian
adalah subjek dari mana data diperoleh. Sedangkan menurut lofland yang dikutif
oleh moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan
Tindakan sementara selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-
lain.*® lazimnya dalam penelitian, dibebankan antar yang diperoleh lansung dari
masyarakat dan dari Bahan Pustaka yang disebut dengan data primer dan data

skunder.*°

38Syamsuddin, Operasionallisasi Penelitian Hukum (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2007),
h.13-14.

%Lexyj. Moleon, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pt Remaja Posdakarya,
2013), h. 158.

4030erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h.11-12.
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a. Data Primer

Data Primer adalah data empirik diperoleh secara langsung informan kunci
dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara lansung untuk
mendapatkan data-data tentang bagaimana Otoritas Terhadap Penghulu llegal
Selain dari hal tersebut melalui wawancara pula dapt diketahui faktor-faktor
penyebab peranan Penghulu llegal Dalam Pernikahan Siri. Langkah yang ditempuh
untuk memaksimalkan wawancara tersebut adalah dengan melakukan wawancara
pada Kepala KUA Kecamatan Mallusetasi Terhadap Penghulu llegal Dalam
Pernikahan Siri. Informasi yang dimaksud disini yang dijadikan sumber data primer
adalah Penghulu llegal Dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi
Kabupaten Barru.
b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah salah satu data penunjang data primer dan dapat
dikumpulkan melalui bantuan orang lain tanpa diusahakan sendiri pengumpulan
oleh peneliti. Data Sekunder terkadang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan
seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri.
Berkaitan dengan hal tersebut maka data sekunder pyang digunakan dalam
penelitian berupa literatur-literatur ilmiah berupa data atau arsip berkas kasus-kasus
peristiwa dan penghulu ilegal dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi

Kab. Barru.
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D. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kecamatan Mallusetasi Kab.
Barru Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan, bahwa lokasih penelitian
tersebut cukup tersedia data yang relefan dan substansi permsalah yang hendak
diteliti didalam penulisan ini. Penelitian ini dilaksanakan 2 bulan sampai waktu
tidak tertentu dan untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan, yang
berkaitan dan relefan dengan permasalahan dan penyelesain penulisan ini.
E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang amat penting dan strategis
kedudukanya dalam keseluruhan kegiatan penelitian, karena data yang diperlukan
untuk menjawab rumusan masalah penelitian diperoleh melalui instrumen. Berikut
ini instrument yang digunakan:

1. Pedoman Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenang dengan perhatian
terhadap fenomena yang tanpak. Observasi adalah pengamatan kejadian, gerak atau
proses. Dalam menggunakan Teknik Observasi, cara yang paling efektif adalah
melengkapi dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen format
yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi.
Observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga mengadakan pertimbangan
terhadap data yang akan diambil. Data dalam hal ini peneliti akan mengamati secara
langsung yang berhubungan dengan Deotorisasi Penghulu llegal Dalam Pernikahan

Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
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2. Pedoman Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data untuk melakukan
studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara
dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi
(data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to
face) dengan sumber informasi tersebut. Wawancara penelitian harus memikirkan
tentang pelaksanaanya, termasuk waktu situasi dan kondisi. Wawancara sebagai
alat pengumpul data, dapat dipergunakan dalam tiga fungsi sebgai alat sebagai
berikut.:
a) Wawancara sebagai alat pengumpulan data utama (primer)
b) Wawancara sebagai alat pengumpul data pelengkap.
¢) Wawancara sebagai alat pengumpul data pemanding atau alat ukur kebenaran

dan utama

Wawanncara terarah dan hasilnya terekam dengan baik, maka peneliti

menggunakan instrument pedoman wawancara, telpon sebagai media komunikasi

dan melalui aplikasi video call dan aplikasi lainnya

3. Pedoman Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable
penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen
admistratif yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini, seperti factor-faktor
terjadinya status anak perkawinan tidak tercatat di capil, dan foto dokumentasi

penelitian.
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F. Tahapan Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu:
1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti dengan
pertimbangan etika peneliti lapangan melalui tahap pembuatan rancangan usulan
penelitian sehingga menyiapkan perlengkapan peneliti. Dalam tahap ini diharapkan
mampu memahami latar belakang penelitian dengan persiapan-persiapan diri yang
mantap untuk masuk dalam lapangan peneliti.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam tahap ini usaha mempersiapakan diri untuk terjun lansung di KUA
di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan mengumpul data-data secara
intensif untuk dibuat suatu analisis data mengenai dasar hukum pertimbangan di
KUA di kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru menaganangi perkaraTerhadap
Penghulu Ilegal dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini dilakukan kegitan berupa mengolah data yang diperoleh dari
narasumber maupun dokumen, kemudian akan disusun dalam sebuah kepenelitian.
Hasil analisis tersebut dituangkan dalam betuk laporan sementara sebelum penulis
keputusan akhir.
G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah merupakan salah satu hal yang sangat
penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai

judul ditentuka. Seperti yang diungkapkan oleh sugiono bahwa dari segi cara atau
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Teknik pengkumpulan data, maka Teknik pengumpulan data dapat dilakukan
dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket),
dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.*! Berdasarkan hal tersebut agar hasil
yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat
dipertanggujawabkan maka Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang diajukan
dengan mengamati dan mencatat secara sistematika gejala-gejala yang diselidiki,
dalam hal in permasalahan yang terkait dengan pertimbangan Terhadap Penghulu
Ilegal Dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. di teliti
secara sistematika, mendalam dan menyeluruh untuk melanjutnya satu persatu di
catat dan dijadikan data primer dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Arikunto menjelaskan bahwa wawancara yang sering juga disebut interview
dan kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan untuk memproleh
informasih. Merujuk pada pendapat di atas, maka wawancara yang dilakukan dalam
penelitian ini dilaksanakan dalam tempat yang telah ditentukan dan nyaman untuk
mendapatkan informasih yang valid dalam sebuah diskusi dengan responden pada
jam yang telah disepakati antara peneliti dan responden.

1. Adapun wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa

saja yang berhubungan dengan penetian yang dilakukan.

41Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h.62
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2. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dimana
pewawancaraan membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan
terperinci.

3. Wawancara bebas terpimpin, yaitu kobinasi antara wawancara bebas dan
wawancara terpimpin.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik secara bebas terpimpin,
dimana peneliti pembawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal yang
terkait dengan permsalahan relavan dengan pencatatan anak perkawinan tidak
tercatat dan akibat hukumnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupaka metode mencari data mengenai hal-hal yang
variabelnya berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen
rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Berdasarkan hal ini tersebut maka
Teknik pengumpulan data odalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis
arsip tertulis yang dimiliki oleh informasih melalui berkas Terhadap Penghulu
Ilegal dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

H. Teknik Pengujian Keabsaan Data

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat pertanggung

jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data. keabsahan

data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data
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yang disajikan dapat pertanggung jawabkan.*? Adapun uji keabsahan data yang
dapat dilaksanakan yaitu:
1. Credibility
Uji Credibility (kreadbilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil
penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasail dari peneliti yang akan
dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya
persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya
terjadi pada objek yang diteliti. Ketika dilapangan ditemukan bahwa terdapat
Terhadap Penghulu llegal dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi
Kabupaten Barru, maka kesulitan inilah yang akan di eksplorasi oleh peneliti lebih
detail.
2. Transferadibity
Pada penelitian kualitatif, nilai Transferadibity tergantung pada pembaca.
Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi
sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang
laporan peneliti (konteks dan fokus penelitian). Uji Transferadibity tergantung pada
pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan
situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas

tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian).

“42Tim penyusun, penoman penulisan karya ilmiah berbasis teknologi informasi. (parepare:
IAIN parepare, 2020), h. 23.
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3. Dependability (Realiabilitas)

Uji dependability artinya meneliti yang dapat dipercaya, dengan kata lain
beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapat hasil yang tetap.
Penelitian dependability merupaka penelitian apabila peneliti yang dilakukan oleh
orang lain dengan step (Langkah) penelitian yang sama akan pendapatkan hasil
yang sama pula dikatakan memenuhi dependability Ketika peneliti berikutnya dapat
mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji dependability
dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau bimbingan terhadap
rangkain proses penelitian. Jika penelitian tidak mempunyai rekam jejak aktivitas
penelitiannya maka dependability dapat diragukan.

Penelitian ini dapat diuji dependability dimulai dari menjalani konsultasi
proposal tesis, seminar proposal, isampai dengan proses laporan hasil penelitian dan
mendapat tujuan untuk melaksanakan ujian.

4. Confirmability

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses
disepakti oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji Confirmability artinya
menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan.
Confirmability adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu Langkah apa yang
dipilih oleh penelitian dalam melakukanhasil temuannya. Dalam penelitian ini
Langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasih temuannya
dengan menjalankan seminar proposal yang dikemudian melanjutkan ketahap ujian

tesis.
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I. Teknin Pengolahan Data Dan Analisis Data
a. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematisasikan data yang dikumpulkan data pengumpulan
penelitian dalam melakukan analisis data, maka penelitian pengelolah data tersebut
melalui beberapa Teknik, dalah hal ini data yang diolah merupakan data yang telah
dikumpulkan dari beberapa sumber dalah sebagai berikut:

1) Editing, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan, Teknik ini
digunakan oleh penelitian untuk memeriksa dan mengecek sumber data yang
diperoleh melalui Teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila
masih terdapat hal-hal yang salah.

2) Coding, yaitu pemberian kode dan pengategorian data. Peneliti menggunakan
Teknik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan
agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3) Organizing, yaitu mengorganisasikakan atau mensistematisasikannya sumber
data*®. Melalui Teknik ini. Penelitian pengeleompokkan data-data yang telah
dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakanya
sebelumnya.

4) Teknik Analisis Data pada penelitian ini adalah melalui Teknik dokumentasi,
yakni pengupulan data yang melakukan melalui data tertulis, dengan
menggunakan “content analysis”.** Teknin analisis yang digunakan dalam

penulisas tesis ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. pola

43 Marhamah Ika Putri, https://tirto.id/pengertian-fungsi-manajemen-dari-organizing-
hingga-controlling-gjh6
44Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 208.
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piket deskriptif yaitu menggambarkan atau melukis secara sistematis segala
fakta aktual yang dihadapi, kemudian dinalisis sehingga memberikan
pemahaman yang konkrit, kemudia dapat ditarik kesimpulan, pola pikir
deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-
teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara dengan pencatatan
anak perkawinan tidak tercatat selanjutnya dikemukakan kenyataan yang
bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap penetapan di Di Kecematan
Mallusetasi Kabupaten Barru, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang

bersifat khusus.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Konteks Sosial Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

1. Faktor Geografis

Letak dan Geografis Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yang
memiliki Daerah Sebagian pesisir dan Sebagian daerah pengunungan, masyarakat
yang kurang lebih berjumlah 16.033 kepala keluarga yang tersebar di 5 desa 3
kelurahan dominan tinggal di daerah pegunungan akses transportasi kendaraan
yang masih sulit terjangkau menyebabkan terjadinya pernikahan siri. jarak tempat
tinggal dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftarkan pernikahanya
sering terkendala waktu pelaksanaan pernikahan yang sudah di tentukan dan untuk
datang di KUA dan di PA untuk mengurus dispensasi nikah memakan waktu dan
menyita sehingga terjadilah pernikahan siri.

Pengelolaan suatu daerah tentunya sangat di pengaruhi oleh kondisi
geografis daerah tersebut. Daerah jauh dari pusat kota kebanyakan merupakan
daerah pedesaan yang di dominasi oleh pegunungan dan juga perbukitan,
masyarakat yang berdomisili di pedalam desa sebagian besar berprofesi sebagai
petani. Faktor geofrafis sangatlah berpengaruh terhadap pengelolaan suatu daerah,
tentunya hal tersebut dapat berdampak pula pada pengelolaan data masyarakat.
Sulitnya akses jalan dan minimnya informasi mengakibatkan masyarakat enggan
untuk melakukan pencatatan pernikahan. Oleh karena itu akses jalan yang
seringkali Kita dapati di pedesaan merupakan jalanan yang berlumpur dan juga

memiliki tekstur bebatuan lepas menjadi ciri khas tersendiri wilayah

51
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pedesaanTerlepas dari akses jalan yang buruk akses komunikasi yang buruk
diakibatkan oleh jauhnya pusat perkotaan mengakibatkan masyarakat minim akan
informasi dan pengetahuan akan suatu hal.

Tempat tinggal masyarakat yang berada di pedesaan yang jauh lokasinya
dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi kendala yang
menyebabkan belum maksimalnya pelayanan akta perkawinan. jarak antara tempat
tinggal masyarakat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi
salah satu penghambat dalam pelayanan akta perkawinan, mahalnya biaya
transportasi dan lamanya waktu dalam perjalanan untuk sampai ke tempat
penerbitan akta perkawinan serta kesibukan masyarakat dalam pekerjaan sebagai

petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Fattah salah seorang

imam di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi, beliau menuturkan bahwa:

“Usuro mutoi lao ku kantoro’e daftar i,laporoi pernikahanna,naiyyekiya
makkedai wettu’e mendesakni purani mappatentu esso sibawa menre
pengadilan mallisu lisu mabela nenniya mitau I,yanaro passabarenna
upannikkai Rudi sibawa Daremma muni de’pa narapi’l umuru’na,pura toni
lao siseng ku pengadilan na iyzekiya de’ itarimai nasaba alasang de’ to
nattampu..de’ to’ namasolang.” *°

Uraian wawancara, saya disarankan ke kantor daftarkan, dan laporkan
pernikahan. akan tetapi mengatakan waktu mendesak, sudah ditentukan harinya,

dan naik di pengadilan sulit, jauh dan takut itulah sebabnya saya nikahkan rudi

4 Abdul Fattah, masyarakat, wawancara langsung, Barantang Desa Manuba, 21 November
2023.
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dengan darma, walau belum cukup umur, pernah pergi 1 kali kepengadilan akan

tetapi tidak mendesak karena tidak hamil.

Berdasarkan wawancara melihat bahwa jarak yang jauh dan akses yang
tidak memadai menjadi faktor mengapa masyarakat lebih memilih untuk
melakukan pernikahan siri ataupun kegiatan keadministrasian lainnya melalui
imam setempat dengan keterbatasan pengetahuan akan pencatatan, selama hal
tersebut tidak menyimpang daripada syariat dan juga norma-norma adat yang ada

maka masyarkat tetap melaksanakannya.

2. Menjaga siri’ (malu)

Masyarakat Kecamatan Mallusetasi yang masih menjunjung tinggi, nilai
kehormatan harga diri artinya siri’(malu), jika di dalam siri’ maka masyarakat
berusaha mempertahankan dan menjunjung tinggi harga diri dengan sebisa
mungkin. Nilai-nilai dalam siri’ tersebut senantiasa dipertahankan dalam tatanan
kehidupan masyarakat Bugis. Nilai-nilai yang terkandung dalam siri’ tentu
mengarah kepada hal positif dan cenderung berdampak dalam kehidupan sosial
masyarakat.

Kadang di masyarakat terjadi ketika ingin mengadakan sesuatu acara
pernikahan mereka lebih banyak mengedepankan adat daripada peraturan-
peraturan sehingga sering terjadi persoalan pernikahan siri, yang mana pernikahan
itu belum cukup umur tetapi tetap dilaksankan, karena adat dan kehormatan harga
diri yang sangat masih dipegang erat. Apalagi kalau sudah menentukan waktu,
pelaksanaan acara tetap berjalan walaupun administrasi pencatatan tidak ada dan

berperanglah penghulu ilegal dalam pernikahan siri ini.
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3. Tingkat Pemahaman Masyarakat Pernikahan Siri di Kecamatan

Mallusetasi Kabupaten Barru

Terjadinya Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru
Kebanyakan dikarenakan tidak dicatatkannya pernikahan di Kantor Urusan Agama
(KUA), mereka hanya melaksanakan pernikahan berdasarkan terpenuhinya Rukun
dan syariat Islam dimana ada kedua calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul dan
mahar. Pernikahan siri saat ini masih menjadi polemik di masyarakat, dimana ada
masyarakat yang Menyetujui dan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang tidak
menyetujui terhadap praktik pernikahan tersebut. Masyarakat Mallusetasi yang
menganggap bahwa dengan menikah siri dapat mencegah perbuatan zina,
sedangkan mereka yang tidak menyetujui menganggap bahwa pernikahan siri
sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan
tersebut.

Meski sudah banyak diketahui bahwa pernikahan siri merugikan kaum
perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih dijumpai, praktik
pernikhan siri tersebut tidak hanya terjadi lingkungan masyarakat yang awan
hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah kebawah saja,
tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarkat terpelajaryang memahami
hukum, ataupun dilingkunagan masyarakat golongan menegah keatas yang secara
ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui dikalangan masyarakat
umum.

Nikah adalah salah satu fokok asas yang hidup yang paling utama dalam

pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu
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jalan yang amal mulia untuk mengantar kehidupan rumah tangga dan keturunan.
Tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara
kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk
menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.

Beberapa proses pernikahan mengaju kepada lembaga masing-masing.
Seharusnya diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa
diabaikan. Konsekuensinya pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung di
serahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nikah siri adalah
pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama yang penekanan esensinya
tidak sekedar hubungan saja, lebih baik kepada faktor konsekuensinya pengamalan
ibadah kepada Allah.%®

Masyarakat Kecamatan Mallusetasi itu dari beberapa golongan, hal ini
mempengaruhi pola pikir masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah dan
dampak yang akan ditimbulkan dari tidak adanya pencatatan nikah tersebut,
terutama dampak terhadap istri dan anak yang menjadi pihak yang paling dirugikan
dari adanya pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Ketika
suatu saat istri mengalami masalah dengan suaminya, maka pihak istri tidak dapat
menggugat suami ke pengadilan dikarenakan status pernikahannya yang tidak legal

dan sah dimata hukum negara.

Di ungkapkan oleh Bapak Zulkifli berusia 48 tahun selaku Kepala Kantor

Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru:

48Edi Gunawan, Nikah Siri Akibat Hukumnya UU Perkawinan, Jurnal, h, 5.
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“Sebenarnya sangat tidak di setujui adanya penghulu ilegal karena itu termasuk
membiyaran nikah siri tidak dibenarkan, dalam undang-undang kerena dalam
hal ini, Namanya pernikahan itu harus tercatat bilamana ada orang yang
menikah secara siri otomtis tidak mempunyai identitas atau legalitas hukum,
akan mengakibtkan ada yang pihak dirugikan terutama si pelaku pernikah siri
karena otomatis tidak ada identitas murninya yaitu buku nikah, kita tidak bisa
pungkiri karena banyak melakukan pernikahn siri itu sendiri, itu hanya alasan
untuk melindungi siri yang Namanya pernikahan siri itu adalah tujuan mereka
melindungi mayarkatnya. itulah alasan mereka mengapa melangsungkan
pernikahn siri, kalau memang ada masyarakat melaksanakan pernikahn siri,
kita sebagai penghulu di kantor urusan agama mallusetasi sesudah itshat

nikahnya dipengadilan setelah itu haruslah membantu masyarkat untuk

dicatatkan pernikahannya sesuai prosedur-prosudur yang berlaku”.*

Menurut Kepala KUA dalam beberapa tahun pemerintah Kecamatan
Mallusetasi setempat sedang melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang
pencatatan pernikahan dan nantinya akan diupayakan agar lembaga bekerjasama
dengan tokoh masyarakat dan ahli agama selaku orang yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat untuk mensosialisasikan terkait pencatatan nikah.

Walaupun sudah berusaha memberikan sosialisasi melalui Pengajian-
pengajian oleh penyuluh Agama Islam KUA dan Staf /Penghulu KUA Mallusetasi
tapi kenyataannya masih ada sebagian masyarakat Mallusetasi yang melaksanakan
Pernikahan Siri. sebagaimana seperti contoh yang telah penulis uraikan di atas.

Bahwa di kecamatan Mallusetasi pernah adanya terjadi pernikahan siri,
maka meminta di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallusetasi pasangan
yang datang untuk mengurus isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai
legalitas resmi dari negara sehinggah oprator KUA Rafika Mahmud umur 28 tahun
memberikan data-data isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

Tabel 1. Data-Data Isbat Nikah Untuk Memperoleh Buku Nikah

47Zulkifli, Pekkae Tenete Rilau Barru, wawancara langsung, Kepala Kantor Urusan
Agama 20 November 2023.
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Data-Data Isbat Nikah Untuk Memperoleh Buku Nikah Di KUA Kecamatan

Mallusetasi Tahun 2020-2023

Nama Tanggal Alamat Yang Putusan Perkara
Menikah Menikah Menikahkan
Masruddin/ 19-08-1999 | Mallawa Lamacca 50/PDT.P/2017
Kasmawai (Alm) /PA.BR
Asrul/Dahliah | 6-09-2017 | Sumpang Samsul 131/PDT.P/202
Bingae
Baukiki 1/PA.BR
Labulla/Darw | 5-09-2020 | Lumpue Amin 127/PDT.P/202
Bacukiki
ani 1/PA.BR
Nuerdin/lmun | 01-07-1990 | Barangtang | Hamid (Alm) | 162/PDT./P/202
a 1/PA.BR
Bahtiar/Neni | 25-09-2002 | Bengalokut | Junaidi 128/PDT.P/202
al Timur
1/PA.BR
Agus 12-09-2005 | Palandro Darwis 39/PDT.P/2019
(Ayah
Salim/Nurlina Kandung) /PA.BR
Rudi/Darma | 23-11-2018 | Barangtang | Abdul Fattah | 13/PDT.P/2022

/IPA.BR
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Suardi/Ludia | 08-01-1997 | Magasa H.M. Dg | 16/PDT.P/2022
Tamalate
Makassar Manbbah /PA.BR
Wahyu 12-04-2002 | Tonrangeng | Amiruddin 82/PDT.P/2022
Kadarisman- Bacukiki /PA.BR
Adelia
Muh 12-12-2020 | Tonrangeng | Amiruddin 182/PDT.P/202
Bacukiki
NigiNugroho/ 2/PA.BR
Hikma Yanti
Nursan/Nia 14-05-2017 | Bulungan Hamsa 198/PDT.P/202
Kalimantan
2/PA.BR
Herman/Barli | 10-05-2002 | Nepo M. Abduh 10/PDT.P/2019
an /PA.BR
Yusuf/dewi 24-03-2015 | Sumpang H. M. Yunus | 0078.DPT.P/20
binangae
tang pare-pare 18/PA.BR

Sumber Data: KUA Mallusetasi

Setelah melihat data-data yang mengajukan isbat nikah siri di barru tenyata

kecematan mallusetasi jarang adanya pelaksanaan nikah siri sesuai data bahwa

ditahun 2020-2023 hanya ada 12 pasang isbath nikah dan memang pernah ada

terjadi pernikahn siri yaitu barantang dan nepo yang dinikahkan oleh abdul fattah

dan M. Abdu dan sebagianya yang lain menikah siri diluar kcematan mallusetasi.
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Itulah Sehinggah Penulis Meneliti 2 Orang Pelaku Penghulu llegal Yang Ada Di

kecamatan Mallusetasi dalam Hal Ini Abdul Fattah dan Muhammad Abduh.

Dari ungkapan bapak Abdul Fattah berusia 70 tahun beralamat Barantang

Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru:

“Puraka mappanikkah kubarantang desa Manuba tanggala duappulo tellu
uleng seppulo seddi taung duaribu delapang belas riyasenge Rudi ana
oroanena Lasappe siala Daremma anak makunrainna Lasewang, alasanna
deppa nacuku’ umurunna, majeppunna duae pajajianna purai mangolo
kupengadilan agama murusu dispensasi naiyekiya de’ iterimai alasanna
de’na taliwwe mendesak nasaba de’ma natamppu padahale tattaleni
undangan e harusni ipajaji, untuk jaga siri’ iyanaro lao ritya melo ituntun i
proses ijab gabul”. 48

Terjemahan wawancara diatas, saya pernah menikahahkan dikampung
Barantang desa Manuba pada tanggal 23 November 2018 suaminya bernama Rudi
bin Lasape dan istrinya bernama Darma bin Lasewa dengan suatu alasan belum
cukup umur, bahwasanya orang tua mereka pernah membawa anaknya untuk minta
dispensasi ke Pengadilan Agama akan tetapi pengajuanya ditolak oleh Pengadilan
karena alasanya tidak terlalu mendesak (tidak hamil) padahal undagan sudah
tersebar dan masyarakat sudah mengetahui bahwasanya acara pernikahan
dilaksanakan schinggah untuk menjaga siri’ (harga diri dimata masyarakat)
sehinggah mau tak mau harus dilaksanakan resepsi pernikahan sehinggah itulah

mendatangi saya untuk menuntun dan membimbing proses ijab gabul.

Berdasarkan wawancara diatas, pasangan yang dilangsungkan pernikahan
siri pada dasarnya telah melakukan administrasi kepada KUA untuk mendaftarkan

pernikahannya, namun ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur, tetapi

“8Abdul Fattah, masyarakat, wawancara langsung, Barantang Desa Manuba, 21 November
2023.
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pasangan ini tetap melangsungkan pernikahanya, agar sah menurut agama saja
tetapi tidak diakui oleh negara. Dengan beralasan masyarakat sudah mengetahui
bahwasanya acara pernikahan tetap dilangsungkan. Sehingga keluarga dari
pasangan tersebut meminta Abdul Fattah untuk menjadi penghulu pernikahan
mereka karena beliau sudah dianggap masyarkat sekitarnya sebagai Imam dan
tokoh masyarakat.

Hal yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan yang tidak kalah penting
adalah mahar atau mas kawin. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan
suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Keterangan
mahar atau mas kawin yang diterima atau diberikan saat proses pernikahan
berlangsung dikemukakan oleh Abdul Fattah. Pelaksananaan tersebut yang juga
dihadiri para keluarga pihak istri dan pihak keluarga suami dan para tetangga sekitar
yang berperang saksi dalam pernikahan tersebut serta beberapa teman-teman dari

pihak istri dan suami.

Bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama (KUA) dan tidak sesuai dengan Hukum perundang-undangan Negara.
Dengan melihat dari beberapa dampak yang timbul dari perkawinan siri yang telah
dilakukan, sebab sudah jelas bahwa perkawinan siri tidak dicatatkan karena
merupakan perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang perkawinan, yaitu
mengenai status hukum anak yang sampai saat ini belum jelas bahwa anak yang
lahir dari perkawinan siri tidak tercatat dan tidak dapat membuat akta kelahiran
namun hanya atas nama ibu saja jadi hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya tanpa adanya nama ayahnya yang tercantum di akte kelahiran tersebut.
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sengaja melarang wali maupun saksi untuk diceritakan kepada orang lain, biasanya
digunakan untuk menutupi aib atau masalah, nikah siri memang banyak terjadi di
masyarakat dengan berbagai alasan dan faktor yang menyebabkan nikah siri.
Sementara nikah siri adalah nikahnya seorang laki-laki dan perempuan yang
memenuhi hukum agama tetapi tidak ada tercatat.

Dari ungkapan Muhammad Abdu berusia 52 tahun beralamat Desa Nepo

Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru:

“Puraka mappnnikka siri orowanena riayaseng hermang ana oroanena
Muhammad Amin makkunrainna riyasenge Barlian ana’makkunrainna Pena
tanggala seppulo uleng lima taung duaribu dua alasanna namaelo mannikka
siri nasaba de’pa namassu’ sure’ telle’na oroanewe pole pengadilan,padahal
purani mattaro esso’ yarega wettu}/anaro saba’na namillau tulung untu’
ipannikkah siri untuk jagai siri’na”. ®

Uraian wawancara, saya pernah menikahkan secara siri, suaminya bernama
Herman bin Muh Amin dan istrinya Barlian binti Pena melangsungkan pernikahn
siri pada tanggal 10 bulan mei tahun 2002 dengan alasan mereka melangsungkan
pernikahan secara siri karena belum keluar akta cerai dari Pengadilan Agama. Sang
calon suami suami sudah melamar dan sudah menentukan hari pernikahanya,
makanya dia meminta saya untuk menikahkan.

Pernikahan yang dilakukan yaitu pernikahan siri dengan memenuhi syarat
dan rukun pernikahannya maka secara hukum Islam sah. Jika syarat dan rukunnya
tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak sah. Apabila pasangan yang dilangsungkan
pernikahan siri dengan alasan belum keluar akta cerainya atau belum memenuhi

unsur administrasi seperti pencatatan perkawinan di KUA dan pengesahan di

“*Muhammad Abdu, Masyarakat, Desa Nepo, Wawancara Langsung, 21 November 2023.
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pengadilan agama. Dari pasangan tersebut yang dinikahkan oleh Muhammad Abdu
yang dianggap sebagai toko agama di kampungnya dengan alasan belum keluar akta
cereinya dan sudah melamar dan sudah menentukan hari pernikahanya, makanya
dia meminta penghulu ilegal untuk menikahkanya secara siri karena belum keluar
akta cerainya.

Pemahaman masyarakat luas saat ini memang memandang pernikahan siri
adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun pernikahan
namun tidak dicatatkan pada lembaga negara. bahwa pernikahan yang sah secara
agama harus juga mentaati peraturannya seperti masalah perwalian, jika yang
menikahkan selain ayah kandung harus ditelusuri terlebih dahulu alasannya, jika
ternyata ayah kandungnya masih hidup tetapi yang menikahkan orang lain maka
pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan yang menikahkan pun berdosa.

Pelaksanaan nikah sirri yang terjadi di Desa Nepo dan Manuba bahwa
pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan siri telah memenuhi semua
rukun dan syarat-syarat pernikahan yang ada dalam aturan agama Islam, seperti
adanya calon mempelai pria dan wanita, ijab dan gabul, adanya wali, saksi, dan
mahar. Proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh
PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap seperti Imam Mesjid.
Pendapat yang muncul selama ini Imam Mesjid sangat berperan dalam proses
pernikahan sirri. Ada beberapa pasangan suami istri yang pernikahannya
dilaksanakan dihadapan tokoh agama, yang menjadi wali adalah ayah kandung
mereka sendiri dan yang menikahkan adalah ayah kandung mereka sendiri, namun

ada juga wali yang menyerahkan kepada tokoh agama untuk menikahkan anaknya.
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Pertama melalui pernikahan siri, pelaku yang masih berada di bawah usia
yang ditentukan oleh aturan yang berlaku dan terkendala dengan administrasi dapat
melaksanakan pernikahan sehingga gadis tersebut dapat memelihara
kehormatannya. Kedua, seperti telah diketahui bersama bahwa nikah siri tidak
disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara. Dari sini, muncul
persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami istri yang berujung dengan
perpisahan. Istri tidak dapat menuntut haknya seperti harta gono-gini dan nafkah
bagi yang sudah mempunyai keturunan. Ketiga adanya ketidaknyamanan.

B. Prosedur pelaksanaan Nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten
Barru

Pelaksanaan nikah Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru tidak
jauh beda dengan pelaksanaan pernikahan resmi namun, di dalam pernikahan siri
itu dimana tidak terdapat administrasi-administrasi kantor KUA karena memang
petugas dari KUA dalam hal ini penghulu tidak datang dan tidak menghadiri karena
yang menaghadiri penghulu ilegal, yang dipilih atau ditunjuk oleh wali si calon
pempelai.

Penghulu ilegal yang melaksanakan pernikahan siri yang membantu
masyarakat melaksanakan pernikahan siri mereka melaksanakannya sama dengan
pelaksanaan pernikahan yang resmi yang dihadiri oleh saksi, wali, mahar, calon
mmpelai, yang membedakan tidak tercatatkan di dalam administrasi-administrasi
kantor pernikan siri di Kecamantan Mallusetasi yang dilakukan oleh beberapa
pasangan dalam hal ini peneliti mendengar persaksian dari dua responden yang

termasuk penghulu ilegal dengan hal ini Abdul Fattah dan Muhammad Abdu
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pegakuan mereka bahwa melaksanakan pernikahan siri karena hanya semata-mata
membantu, menolong kepada masyarakat yang hendak melaksanakannya karena
dikhawatirkan sesuatu terjadi bila mana tidak dilakasanakan pernikahn siri akan
tetapi pernikahan dilaksankannya yang notebenen tidak sesuai dengan aturan
karena tidak terdapat dalam hal ini pencatatan-pencatatan atau administrasi-
administarsi dan otomatis pernikahan siri ini yang tidak resmi akan berakibat bahwa
tidak diakuinya oleh negara sehinggah tidak diterbitkan yang namanya buku nikah
dan otomatis bila mana tidak ada buku nikah pasangan yang melaksanakan
pernikahn siri tidak mempunya legalitas hukum atau bukti otentik apabila
pengadministrasian yang melibatkan buku nikah itu nantinya akan membuat
kesulitan kepada pasangan nikah siri pernikahan siri dilaksanakan di Kecamata
Mallusetasi yang didapat oleh peniliti yang mana terdapat data bahwa pernah terjadi
didusun Barantag desa Manuba Kecamatan Mallusetasi pada tahun 2018 dan tahun
2022 di Nepo yang nikahkan oleh Muhammad Abdu dan Abdul Fattah kedua
penghulu ilegal ini yang kesehariannya adalah toko agama yang dipercaya oleh
masyrakata didalam pelayanan-pelayanan pernikah siri.

Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dikatakan sah
apabila dilakukan menurut hukum Islam, calon suami atau calon calon istri yang
hendak melakukan pernikahan tidak boleh memiliki perbedan agama ketika ingin
melakukan nikah siri sebab nikah siri hukumnya sah asalkan syarat dan rukun nikah
terpenuhi. Pernikahan dimulai pada saat akad nikah,

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua manusia, yakni laki-laki dan

perempuan, mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua
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mempelai berniat membangun rumah tangga yang Sakinah, tentram dan dipenuhi
oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan tersebut,
pernikahan tidak cukup bersandar pada ajaran-ajaran Allah dan telah memenuhi
rukun dan syarat-syaratnya.

Berdasarkan ungkapan narasumber Muhammad Abduh dari hasil penelitian
ini berpedoman bahwa pernikahan siri sah-sah saja selama pelaku pernikahan siri
memenuhi rukun-rukun dan juga syarat-syarat pernikahan dalam agama Islam.
Beliau mengungkapkan bahwa rukun dan persyaratan yang diberikan apa bila ada
masyarakat yang meminta untuk di nikahkan (pernikahan tidak tercatat yang di
dalam pandangan hukum dianggap pernikahan siri) sebagai berikut:

Rukun-rukun pernikahan siri sebagai mana yang narasumber Muhammad
Abduh untuk melakukan pernikahan siri:

1. Ada dua mempelai, yaitu suami dan istri.

2. Ada wali nikah yang sah, wali adalah orang yang berhak memberikan izin

dari perempuan untuk menikah. Wali nikah yang paling utama ialah ayah

kandung, saudara laki-laki atau saudara laki-laki dari pihak ayah kandung.

3. Ada dua orang saksi, saksi harus laki-laki, beragama Islam (kesaksian

dari orang yang non-muslim dianggap tidak sah), baligh, berakal, dan tidak

di bawa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

4. Ada ljab gobul, sebelum pelaksanaan pernikahan mempelai di berikan

panduan mengenai ijab gabul.
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Syarat-syarat pernikahan siri berdasarkan ungkapan dari narasumber MA,
beliau mengemukakan syarat-syarat pernikahan siri sebagai berikut,

1. Beragama Islam atau bersedia masuk Islam.

2. Mempelai wanita tidak terikat dengan laki-laki lain atau tidak dalam masa

Iddah jika berstatus janda.

3. Tidak memiliki hubungan mahram satu sama lain.

4. Bagi calon suami, tidak memiliki empat istri lainnya atau telah
memberikan pernyataan bahwa telah meminta persetujuan untuk menikah lagi
kepada istri-istrinya.

Adapun mempelai pernikahan siri yaitu suaminya bernama Rudi bin Lasape
istrinya bernama Darma bin Lasewa dan Suaminya Bernama Herman bin Muh
Amin dan istrinya Barlian binti Pena, dalam 2 pasagan pernikahan siri ini
mempunyai alasang-alasan tertentu yang meminta dinikahkan oleh penghulu ilegal.

Pelaksanaan pernikahan yang umumnya diketahui oleh orang banyak adalah
pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
Pernikahan siri adalah salah satu jenis pernikahan yang ada di Indonesia.
Pernikahan siri yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat luas adalah
pernikahan yang hanya dilakukan dengan prosesi agama Islam.

Abdul Fattah berusia 70 tahun juga memberikan pernyataan yang senada
dengan pernyataan Muhammad Abduh, terkait persyaratan yang harus di penuhi
apabila ingin melakukan pernikahan (siri atau tidak tercatat), beliau menuturkan

bahwa:

“saya menikahkan mereka dengan nikah siri suaminya bernama Rudi bin
Lasape dan istrinya bernama Darma bin Lasewa, dengan prosedur semua
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rukun dan syarat terpenuhi yaitu salah satunya ada dua orang sanksi dan
wali nikah yang sah maka nikah siri tersebut sah secara agama, dengan suatu
alasan yaitu belum cukup umur .5

Dalam masyarakat masa kini, perkawinan siri diartikan sebagai perkawinan
yang memenuhi rukun-rukun perkawinan namun tidak diakui secara resmi oleh
suatu badan negara. bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan perwalian harus
ditaati dalam perkawinan yang sah secara agama. Wali merupakan seseorang yang
menyaksikan pernikahan tersebut dan menjadi perwakilan atas masyarakat apabila
tidak ada wali. Apabila nikah siri tidak mempunyai saksi maka pernikahanya tidak
dibolehkan oleh agama Islam. Syarat menjadi saksi nikah yakni Islam, baligh,
berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Dua orang saksi ini diwakilkan oleh pihak
keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang
saksi. Pernikahan siri itu sendiri hukumnya boleh apabila dihadiri saksi dan wali,
meskipun begitu sebaiknya nikah siri bukanlah pilihan utama dalam melakukan
ikatan suci.

Dalam pernikahan siri, prosedur pernikahan mempunyai syarat dan tata cara
pernikahan siri harus dipenuhi seperti kedua calon mempelai dan adanya wali nikah
dan harus mendapatkan izin nikah dari wali nikah yang sah. Wali nikah bertindak
sebagai KUA dalam mengesahkan pernikahan. Pernikahan siri tidak diakui secara
hukum oleh negara dan tidak terdaftar di KUA. Namun pernikahanya siri dapat
diakui secara khusus melalui proses isbat nikah.

Wali nikah sendiri merupakan orang tua mempelai perempuanm dianggap

sah apabila ia mendapatkan izin dari wali yang sah wali yang utma adalah baik

0Abdul Fattah, masyarakat, wawancara langsung, Barantang Desa Manuba, 21 November
2023.
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ayah, kakek, saudara laki-laki kandung (kakak atau adik), saudara laki-laki
perempuan seayah, saudara kandung ayah (kakak atau adik dari ayah), anak laki-
laki dari saudara kandung ayah.>*

Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia
(siri) di karenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap
absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat
belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuanketentuan syariat. Pernikahan yang sah
secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.
Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahan di
lembaga pencatatan sipil negara. Pernikahan yang di rahasiakan karena
pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma
negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri, atau
karena pertimbangan-pertimbangan rumit rumit yang memaksa seseorang untuk
merahasiakan pernikahanya.

Di ungkapkan oleh Rahmawati, berusia 40 tahun Penyuluh Agama Islam

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru:

“Nikah Siri sebenarnya memang diperbolehkan dalam Islam selama rukun
syarat sahnya terpenuhi,dan termasuk syarat sah ada walinya, apabila nikah siri
dilakukan dalam tidak adanya wali nikah adalah tidak sah>.>2

Dari ungkapan Rahmawati sebagai Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan
Agama (KUA) mengatakan harusnya adanya wali ketika ingin menikah siri

karena wali termasuk rukun nikah. apabila ayah dari pihak prempuan tidak mau

51 Ahmad Nabil, Kamal, Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991, ISTINBATH, Vol. 15 No. 1 2020, h. 144.

52Rahmawati, Mallusetasi, Wawancara Langsung, Pegawai Operator Kantor Urusan
Agama (KUA), 20 November 2023.
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menjadi wali nikah, pihak perempuan dapat meminta kerabat yang memenuhi
syarat untuk menjadi wali nikahnya.

Pelaksanaan akad nikah di Kecematan Mallusetasi akan sah apabila dua
orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Saksi yang menghadiri akad
nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, balig, berakal, melihat dan mendengar
serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut Hanafi dan
hambali boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.®

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu sebagai berikut: 1)
Berakal bukan orang gila 2) Balig, bukan anak-anak 3) Merdeka bukan budak 4)
Islam 5) Kedua orang saksi itu mendengar. Agar keluarga yang dibentuk sebagai
akibat dari pernikahan itu dapat beresistensi dengan baik. Bila dilihat akan
persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam pernikahan maka cukup banyak
persyaratan yang di tuntutnya. Namun demikian persyaratan itu dapat di
kemukakan dalam dua golongan atau kelompok, yaitu persyaratan umum dan
khusus.>*

Saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkan pada Orang ramai.
Pernikahan sirri, Adanya saksi ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan hal
yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Adanya saksi juga merupakan bukti
yang dapat dijadikan dasar bahwa telah terjadi pernikahan. Untuk menjadi saksi

harus memenuhi syarat-syarat, yakni berakal sehat, baligh, beragama islam, laki-

Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Nasional), h 16.

%Bimo Walgito, Bimbingan Dan Konseling Pernikahan (Cet,1; Yogyakarta: UGM,2019),
h. 21.



70

laki dua orang atau satu laki-laki dua perempuan (mashab hanafi), adil serta
mendengar dan memahami sighat akad.

Prosedur pernikahan siri haruslah ada ijab dan gabul. ljab dan gabul adalah
janji suci kepada Allah swt di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat
"Saya terima nikahnya", maka dalam waktu bersamaan dua mempelai laki-laki dan
perempuan sah untuk menjadi sepasang suami istri.*>® ljab dan gabul adalah salah
satu rukun nikah yang wajib ada saat prosesi akad nikah. tata cara ijab dan gabul
dapat berbed-beda tergantung pada agama dan budayanya

ljab dan gabul adalah dua syarat penting dalam pernikahan siri. ljab adalah
kalimat dari pihak wali pengantin perempuan yang menyatakan bahwa dirinya
menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang berda dibawah perwalianya
kepada pengantin laki-laki sedangkan gabul adalah kalimat dari pihak pengantin
laki-laki yang menyatakan menerima pernikahan tersebut.

Dalam pernikahan siri, ijab dan gabul juga menjadi bagian proses
pernikahan. Namun pernikahan siri tidak terdaftar dalam kehidupan sosial dan
dianggap sah dalam perspekarif Islam meskipun tidak terdaftar di KUA
berdasarkan konstitusi

Kasus nikah siri adalah suatu pernikahan, meski tidak telah memenuhi
syarat dan rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan dikantor
urusan agama. Secara hukum Islam pernikahan dianggap sah oleh beberapa

kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsaan pernikahan yaitu adanya ijab,

55 Adira Finance, https:// www.adira.co.id/detail_berita/metalink/rukun-pernikahan-yang-
perlu-diketahui-dan-dipenuhi.
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Kabul, dua oramg mempelai, wali dan dua orang saksi. nikah siri masih sering
dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan
perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril, maupun materil belum
mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal

Dapat diketahui bahwa prosedur pelaksanaan pernikahan siri tidak jauh
berbeda denga pernikahan biasa hanya saja pernikahan siri tidak tercatat pada
lembaga negara dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan
nikah siri secara resmi di Kecematan Mallusetasi tidak terlepas dari adanya budaya
hukum itu sendiri yang pada akhirnya membangun perilaku hukum masyarakat
setempat. Masyarakat di kecematan tersebut memandang bahwa dalam pelaksanaan
pernikahan hal yang terpenting adalah sahnya pernikahan tersebut menurut hukum
agama (Islam), walaupun secara hukum negara pernikahan tersebut tidak memiliki
legalitas hukum.

Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah sirri dilaksanakan
sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab
gabul. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA.
Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan
pengawasan oleh KUA, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap
memahami agama Islam atau di tokohkan. Pendapat yang muncul selama ini bahwa
penghulu ilegal sangat berperan dalam proses pernikahan sirri. Sementara itu, pada
umumnya pelaksanaan nikah sirri yang dilakukan kebanyakan orang berlangsung
di rumah, namun ada yang mendatangi tempat tinggal penghulu ilegal, seperti

halnya walimah yang dilaksanakan pada upacara pernikahan, acara pernikahan sirri
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ini juga di hadiri oleh para undagan yang ratarata berjumlah 10 sampai dengan 20
orang yang terdiri dari lingkungan keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki
maupun pengantin perempuan dan tetangga yang berada di dekat rumah.>®

Prosedur Pelaksanaan pernikahan sangat di anjurkan untuk disebarkan atau
di umumkan melalui walimah yakni dengan mengundang kerabat, tetangga, teman
dan lain-lain untuk menyaksikan bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang
perempuan dengan seorang laki-laki. Banyak manfaat yang diperoleh seorang dari
walimatul, Untuk menghindari terjadinya fitnah di dalam masyarakat, Memberi
kemudahan bagi masyarakat untuk persaksian bila terjadi sengketa atau perselisihan
diantara kedua belah pihak (kedua mempelai) dan Memudahkan untuk
mengidentifikasi apakah sseorang itu berstatus sudah menikah atau belum menikah.
Di masyarakat sering terjadi seseorang mengaku belum menikah atau perawan,
namun ternyata memiliki suami atau istri. Atau lebih jelasnya terang status
seseorang di dalam masyarakat.
C. Otoritas Penghulu llegal Dalam Nikah Siri Kecamatan Mallusetasi

Kabupaten Barru.
1. Fungsi Penghulu llegal Bagi Masyarakat

Penghulu adalah petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk
menikahkan kedua mempelai untuk menggantikan wali dari pihak keluarga. la juga
sekaligus mencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan pemerintah. Ditinjau dari
segi teori kepastian hukum, peneliti juga melihat bahwa berawal dari ketidakjelasan

kewenangan penghulu dan status pernikahan di hukum negara, sehingga pernikahan

%M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan (Cet. I; Makassar: Alauddin
University Press, 2018) h. 65-66.
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tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang jelas pula. Kepastian hukum
sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin
kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk
(demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap
aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama.
yang dikenali pula sebagai doktrin the supremestate of (national) law yang
mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan
otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin yang berkonsekuensi pada
ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai
hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang
norma hukum guna menghukumi suatu perkara, menurut ajaran ini demi kepastian
dan jaminan akan kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan yang
disebut hukum nasional yang positif itu sajalah yang boleh digunakan secara murni
dan konsekuen untuk menghukumi sesuatu demi terwujudnya peradilan yang
independent dengan hakim profesional yang tidak memihak.®’

Kepastian hukum merupakan bagian dari hukum dan dibutuhkan sebagai
upaya untuk menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum, setiap perbuatan
yang terjadi dengan kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi yang sama pula.
Ini adalah keadilan dalam bentuk persamaan di hadapan hukum. Berkaitan dengan
kepastian hukum tersebut, Satjipto Rahardjo memiliki pandangan bahwa

masyarakat modern sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai

>Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta; Kencana,
2009, Vol. I, h. 204
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interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum.
Kepastian hukum menjadi semacam ideologi dalam kehidupan berhukum, sehingga
diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut. Dengan menjadi
ideologi, terjadi kecenderungan untuk mencampuradukkan antara pernyataan dan
kebenarannya.>®

dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan sanksi bagi pihak-
pihak yang melakukan pelanggaran, terlebih bagi pihak yang menikahkan padahal
bukan tugasnya menikahkan (penghulu ilegal) maka pihak tersebut dijatuhi
hukuman pidana selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100,-

rupiah. Hal ini terdapat dalam dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1
dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan
atau denda sebanyak-ban yaknya Rp. 100,- (seratus rupiah).>®

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946. namun sampai sekarang kenyataannya
memang belum ada undang-undang terbarunya, kebijakan legislatif terkait dengan
sanksi bagi penghulu ilegal belum ada norma yang mengaturnya dalam suatu
undang-undang khusus sehingga terjadi kekosongan hukum. Pidana yang
dikenakan kepada pelaku tindak pidana diatas ada yang berupa pidana denda,
pidana kurungan, atau pidana penjara, yang penindakannya didasarkan pada
laporan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan, setelah melalui

penyelidikan, dan penuntutan.

8 Atjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta:Uki Press, 2006,H.133
>Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Sanki Penghulu ilegal.
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Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Daerah Negara Nomor:
PER/62/M.PAN/6/2005 yaitu: Dalam Bab (1) Pasal (1) ayat (1) penghulu adalah
pegawai pencatatan sipil sebagai pegawai pencatatan nikah yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau
pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan
kepenghuluan, ayat (2) kegiatan penghuluan adalah kegiatan pelayanan dan
konsultasi nikah/rujuk menurut serta pengembangan kepenghuluan.®°

Sebagaimana juga Tugas pokok penghulu berdasarkan Bab Il pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005
tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, antara lain melakukan
pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk,
pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan kosultasi nikah dan rujuk,
pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum
munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah dan
pengembangan kepenghuluan

Kemudian penghulu mempunyai fungsi sebagai jabatan fungsional
berdasarkan Peraturan MENPAN No. PER/62/M. PAN/6/2005 sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pencatatan nikah atau rujuk bagi umat Islam,
b. Pelaksanaan nikah wali hakim,
c. Pengawasan kebenaran peristiwa nikah atau rujuk,

d. Pembinaan hukum munakahat dan Ahwal Syahshiyah,

0Peraturan Mentri Pendayagunaan  Aparatur Daerah Negara  Nomor:
Per/62/M.PAN/6/2005
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e. Pembinaan Calon Pengantin,
f. Pembinaan Keluarga Sakinah.

Mengenai tugas pokok dan fungsi penghulu yang ternyata turut
memberikan andil dalam pembangunan keluarga sejahtera. Bahkan dalam
struktur terbarunya, penghulu juga ditekankan untuk menjalin hubungan lintas
sektoral dengan aparat dan masyarakat dalam bidang- bidang yang menjadi tugas
pokok dan fungsi kepenghuluan.

Dengan demikian tugas pokok, fungsi dan wewenang kepenghuluan sangat
strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, serta pelayanan KUA
dibidang perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah dalam mensejahterakan serta
memudahkan masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pencatatan
perkawinan

Dari dasar inilah apabila ada penikahan yang tidak di pantau dan tidak
dicatat diawasi oleh petugas penghulu ditunjuk oleh petugas penghulu yang
ditunjuk oleh negara berarti itulah disebut penghulu ilegal karena penghulu ilegal
itu adalah penghulu yang diberikan mandat dan sk oleh pemerintah. jadi, penghulu
yang nota bene yang hanya menikahkan secara bawa tangan dan secara kekelurgaan
karena alasan menjaga siri kehormatan dan tidak Mengindahkan aturan yg ada.

Masyarakat dalam hal ini adalah pasangan suami istri termasuk keluarganya
sangat tidak menghendaki pelaksanaan nikah siri tersebut, peneliti melihat bahwa
penghulu illegal pernikahan pasangan nikah siri tidak semata-mata atas kemauan

sendiri dan penghulu ilegal mengaku adanya permintaan dari keluarganya. Karena
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masyarakat sangat hormat dan simpati dengan penghulu ilegal yang merupakan
tokoh agama di lingkunganya.

Para penghulu illegal tersebut sudah tidak lagi memiliki Otoritas untuk
melaksanakan pernikahan dengan alasan apapun, karena tidak ada lagi delegasi atau
mandat kepada mereka dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian
Agama. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata
Pemerintahan (Hukum Administrasi), Adapun penghulu ilegal yaitu rintangan
dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Salah satu
oknum sebagai Penghulu llegal adalah Abdul Fattah

Penghulu ilegal Abdul Fattah berdomisili di Desa Manuba Kecamatan
Mallusetasi Kabupaten Barru berprofesi sebagai petani. sering dilibatkan
masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan keagamaan, seperti ceramah agama dan
lainnya.

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan peneliti Abdul Fattah berusia
70 tahun. yang dianggap sebagai imam di kampungnya atau di tokohkan, Abdul
Fattah menyadari betul permintaan warganya setempat sehingga ia juga bersedia
untuk menikahkan secara agama namun dengan syarat seluruh rukun nikah dapat
terpenuhi. Permintaan masyarakat salah satu faktornya yang mempengaruhi adanya
pelakasanaan pernikahan siri di Kecamatan Mallusetasi. Menurut Abdul Fattah,
beliau masih dipercayakan masyarkat untuk pengurus persyaratan pernikahan
apabila pasangan untuk meminta bantuannya. Karena ada pasangan yang belum
cukup umur mau dinikahkan sehingga keluarga meminta saya untuk menikahkan

anaknya secara siri.
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“Sitongenna utolak | naiyyekiya keluargana Millau tulung sarekkuammengi
upannikkangengi ana’na nasaba de’pa narapi’l umuru’na padahal purani
mattanra esso jaji uppannikkani assalenna sah rilaleng agamae”.®

Uraian wawancara, Saya awalnya menolak, tetapi keluarganya meminta
tolong untuk dinikahkan anaknya karena alasan belum cukup umur dan acara sudah
ditentukan. maka saya menikahkannya mereka dengan alasan untuk mengesahkan
pernikahan itu sesuai agama.

Memang sering dilibatkan masyarakat dalam hal acara keagamaan.
Masyarakat sering meminta nasehat karena Abdul Fattah orang yang dihormati
dikampung tersebut. Abdul Fattah bahwasanya tidak pernah meminta imbalan
terhadap nikah siri yang dia lakukan, namun karena masyarakat memberi sebagai
ucapan terima kasih, beliau tidak menolak pemberian sebagai ucapan terimakasih,
Abdul Fattah tidak menolak pemberian tersebut. Dari ungkapan Abdul Fattah dalam
wawancara dengan penulis dirumah kediamannya di Barantang desa Manuba

kecamatan Mallusetasi kabupaten Barru

“De’sa willau pakkamaja,naiyyekiya engka narekka de’sa utola’l simata
mata ubantumi lebbi’ riyolo usuro muto murusu’l ku kantoro’ KUA 2

Uraian wawancara, Saya tidak pernah meminta, kalau masyarakat memberi
saya akan terima, saya hanya membantu masyarakat yang ingin menikah, namun
saya tetap menyarankan mereka untuk tetap pengurus pencatatanya pernikahan

mereka di Kantor Urusan Agama (KUA)

61Abdul Fattah, masyarakat, wawancara langsung, Barantang Desa Manuba, 21 November
2023.

®2Abdul Fattah, masyarakat, wawancara langsung, Barantang Desa Manuba, 21 November
2023.
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Abdul Fattah dibenarkan oleh pasangan nikah siri bernama Rudi bin Lasape
dan istrinya bernama Darma bin Lasewa pada tanggal 23 November 2018 mereka
dinikahkan orang tua mereka karena memang pergaulan sehari hari sudah sangat
akrab,sehinggah untuk mencegah hal-hal yag tidak diinginkan, keluarga mereka
menikahkan mereka segera.

Karena itulah Abdul Fattah dianggap masyarakat bisa membantu
menyelesaikan permasalahan mereka. Pasangan nikah siri ini juga menganggap
bahwa persyaratan nikah di KUA sangant sulit, sehingga dengan adanya Abdul
Fattah yang telah dipercayakan masyarakat.

Dari ungkapan suaminya bernama Rudi bin Lasape dan istrinya bernama

Darma bin Lasewa Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

“Abdul Fattah sangat diperlukan saat itu. Karena Abdul Fattah memang
dianggap masyarakat memiliki pengetahuan agama, sehingga bisa
membantu kami untuk menikahkan. Kami sendiri pun saat itu malas karena
tidak diberi dispensasi oleh pengadilan, karena pada saat menikah, usia
belum mencukupi syarat usia pernikahan. Harus kepengadilan, dan banyak
lagi syaratnya. Sementara orang tua mendesak untuk menikahkan”.®

Namun pasangan ini tetap akan mengurus surat nikah mereka di KUA
karena mereka sadar, suatu saat buku nikah diperlukan untuk hal-hal yang berkaitan
dengan keluarga dan anak mereka.menurut pasangan tersebut Abdul Fattah dulu
memang menyarankan untuk tetap mengurus pencatatan pernikahan mereka,
namun dengan pernikahan mereka sudah tercatat.

pelaksanaannya tidak jauh berbeda seperti pernikahan secara resmi.

Pernikahan siri yang dilakukan dikampung sudah sah apabila sudah terpenuhi rukun

®3Rudi bin Lasape dan Darma bin Lasewa masyarakat, wawancara langsung, Desa Manuba
Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. 25 november 2023.
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dan syarat-syarat pernikahan dan ayah kandung menjadi wali dalam pernikahanya
dan menikahkannya adalah toko agama atau Imam setempat yang dianggap oleh
masyarakat memahami agama Islam. la diminta tolong oleh masyarakat setempat
untuk menikahkan sebagai penganti penghulu. Adapun Prosesnya seperti nikah
biasa ada ijab kabul, wali, penghulu, saksi, mas kawin. Adapun rukun-rukun
pernikahan yang harus dipenuhi selanjutnya supaya pernikahan dianggap sah antara
lain, wali yang menikahkan haruslah wali yang berhak menikahkan yaitu ayah
kandung. Pelaksanaan pernikahan siri yang dilakukan oleh para informan hampir
semua yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung calon mempelai wanita.

Dari kasus pernikahan siri, ada beberapa alasan masyarakat mengapa
mereka memilih dan mempercayakan penghulu ilegal untuk membantu
pelaksanaan nikah siri adalah Masyarakat sangat hormat dan simpati dengan
penghulu yang merupakan tokoh agama di lingkungannya. wibawa penghulu
membuat masyarakat merasa lebih utama dan sah secara agama bila menikah
dengan mereka dibandingkan dengan petugas KUA. Mereka juga menganggap
bahwa pencatatan nikah di KUA hanya prosedur negara dan bisa dilakukan
belakangan. Hal ini sebagaimana penuturan pasangan Rudi bin Lasape dan istrinya
bernama Darma bin Lasewa dan Tidak terpenuhinya persyaratan administrasi
secara hukum yaitu batas usia minimal perkawinan. Hal ini seperti yang dialami
pasangan pasangan Rudi bin Lasape dan istrinya bernama Darma bin Lasewa.
dimana pada saat minta dinikahkan oleh penghulu Abdul Fattah keduanya masih
berusia di bawah 16 tahun.

2. Tuntunan Sosial Dalam Penghulu Ilegal
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Tuntuna sosial dalam penghulu ilegal adalah suatu hal yang penting untuk
diperhatikan. Nikah siri adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan
Agama (KUA) dan tidak memiliki kekuatan hukum.®* Oleh karena itu, pernikahan
siri tidak dapat diakui secara resmi oleh negara dan tidak dapat dilindungi oleh
hukum. Dalam pernikahan siri, penghulu perperan sebagai saksi dan memimpin
proses pernikahan, namun penghulu tidak dapat pengeluarkan surat nikah karena
pernikahan siri tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu,
pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dilindungi oleh
hukum. Adapun penghulu ilegal dengan tuntunan sosial yaitu:

Penghulu Muhammad Abduh.

Penghulu Muhammad Abduh berlatar belakang pendidikan Madrasah
Diniyah (nonformal). Beliau sangat dipercaya oleh masyarakat di desanya, yaitu di
Watanng nepo Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru untuk selalu
terlibat dalam kegiatan keagamaan, seperti menyampaikan ceramah agama dan
penyelenggaran pernikahan.

Menurut penuturan Muhammad Abdu kepada peneliti, pada saat wawancara
Muhammad Abdu mengaku pernah menikahkan pasangan nikah siri berada
dikampungnya.

“Puraka’ mappannikka pasangan melo’ mannikka siri masyarakat
kukamponge napabuangekka padahal purani uwareng arahan lao ku KUA
naiyyekiya keluargana Millau attulung ladde’,alasanna namaelo’ mannikka
siri nasaba de’pa namassu’ pole pen%adilan sure’ telle’na calong
orowanewe,na pura aponi mattanra esso”. °

® Imam Hafas, Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal
Peradaban dan Hukum Islam, VVol.4 No.1 2021
®Muhammad Abdu, Masyarakat, Desa Nepo, Wawancara Langsung, 21 November 2023.
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Terjemahan wawancara diatas, adalah Saya pernah menikahkan pasangan
yang akan menikah siri, masyarakat disini percayanya ke saya, padahal sudah saya
berikan arahan untuk menikah di KUA, tetapi keluarga pengantin meminta tolong
dengan sangat. Alasan mereka melakukan pernikahan siri karena surat talak calon
mempelai laki laki belum keluar dari pengadilan,padahal hari sudah di tentukan.

Setelah lama berbincang, Muhammad abduh menuturkan bahwa beliau
tetap menyarankan pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah siri, untuk tetap
mengurus pendaftaran pernikahan mereka di KUA kecamatan. Beliau juga
menyarankan untuk mengurus terlebih dahulu surat cerai Herman bin Muh Amin
dengan mantan istrinya ke Pengadilan Agama karena itu adalah salah satu syarat
berkas pencatatan pernikahan mereka di KUA.

Praktik penghulu illegal Muhammad Abduh yang kini berusia 52 tahun
dalam pelaksanaan nikah siri diakuinya hanya sekedar untuk membantu masyarakat
yang akan menikah karena kesulitan dan terkendala dengan masalah berkas
persyaratan. Beliau juga tidak meminta imbalan dari praktik yang dilakukannya,
hanya masyarakat lah yang memberi sebagai ucapan terima.

Hasil wawancara bersama Muhammad Abduh ini dibenarkan oleh pasangan
nikah siri yang berdomisili di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru,
yaitu nikah siri, Suaminya Bernama Herman bin Muh Amin dan istrinya Barlian
binti Pena. Pada tahun 2002 mereka menikah di kediaman Barlian binti Pena
dengan disaksikan keluarga dan undangan yang hadir.

Muhammad Abduh pada awalnya menolak untuk menikahkan pasangan

nikah siri ini, tapi karena desakan keluarga dan Sang calon suami suami sudah
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melamar dan sudah menentukan hari pernikahanya. Muhammad abduh membantu
proses pernikahan mereka berdua secara siri. Menurut Herman yang pada saat itu
didampingi Barlian istrinya, sebelumnya mereka berdua sudah berniat mengurus
pernikahan di KUA, namun terkendala berkas persyaratan pencatatan yang mana
diminta adanya surat Akta Cerai. Masalah inilah yang menjadi kendala dan tidak
pernah mengurus cerainya di Pengadilan Agama setempat. Sehingga untuk
menikah kembali di KUA, syarat inilah yang menjadi kendala dan membawa
mereka untuk nikah siri kepada Muhammad Abduh.

Dari ungkapan suaminya bernama Herman bin Muh Amin dan istrinya

Barlian Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Dulu pernah kami berdua mau mengurus nikah di KUA, tapi gagal karena
syarat nya kurang, yaitu diminta akta cerai dengan istri pertamanya. dahulu
tidak mengurus akta cerainya, karena biayanya belum ada,sehingga akta
cerai tidak ada,padahal udah sepakat mau nikah, dengan mantan istri udah
lama pisah .5

Namun menurut pasangan siri ini, mereka saat itu sudah mengurus
pencatatan nikah di KUA, karena dulu pada saat anak mereka mau masuk sekolah,
buku nikah mereka diminta pihak sekolah. Hal inilah yang menguatkan tekad

Herman dan Barlian untuk mengurus buku nikah mereka berdua.
3. Analisis Pertimbangan Kegamaan

a. Memelihara Agama
Manusia Sebagai makhluk Allah harus percaya bahwa Allah telah

menciptakan, menjaga dan mengatur kehidupanya. Agama merupaka hal utama

®Herman Dan Barlian, Masyarkat, Desa Nepo, Wawancara Langsung, 22 November
2023.
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bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan mewujudkannya
serta selalu meningkatkan kualitas keberadaanya. Segala Tindakan yang dilakukan
untuk terwujudnya keberadaan agama pada diri seseorang disebut Tindakan
maslahat.

Memelihara agama yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama
yang masuk primer seperti melaksanakan sholat lima waktu. Jika shalat tersebut
diabaikan maka akan terancam eksisteni agama. Pernikahan siri secara Agama
dianggap sah pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan
yang terjadi pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri sering diambil jalan
pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya. Meski Tindakan tersebut
pada dasarnya pelanggar UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Magasid
Syariah khususnya memelihara agama menolak penghulu ilegal, kerena
pertentangan dengan tujuan Syariah yang mewujudkan kemaslahatan bagi umat
manusia, baik urusan dunia maupun urusan agama.

Syariat Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada
pemaksaan khendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Allah SWT berfirman

Q.S Al-Bagarah/2:256.
e B EE BBV g a8 Y

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhn7ya telah
jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.®

67Departemen Agama RI Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan, (Surakarta: Cv Ziyad Visi
Media, 2018), h, 42.
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Menjaga agama dalam Magasid Syariah juga merupakan upaya untuk
menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir dan sebagainya serta bersikap melawan
Ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga
berperan untuk menjaga ketuhanan dan kemuliaan agama itu sendiri. Magasid
Syariah khususnya memelihara agama menuntut agar pernikahan dilakukan secara
sah, baik secara agama maupun hukum, dengan memenuhi syarat dan rukun yang
ditetapkan oleh Syariah. Maqgasid Syariah khusunya memelihara agama
menghargai pernikahan sebagai ibadah mulia yang dapat mendekatkan diri kepada
Allah, mempererat hubungan cinta, dan melahirkan keturunan yang shalih. Meski
secara agama dianggap sah dan tanpa pencatatan oleh Negara sehinggah tidak
memiliki kekuatan hukum namun nikah siri merupaka realitas sosial dalam
masyarkat Kabupaten Mallusetasi, fenomena tersebut akan memberikan dampak
yang tidak ringan terutama pihak perempuan dan pihak anak didalam menjalankan
peran sosialnya.

Salah satu jalanya dengan menikah siri yang dinikahkan oleh penghulu
ilegal karena dikhawatirkan mereka melaksankan hubungan terlarang (tidak sesuai
ajaran dan norma agama). Bila mana ada calon pengantin tidak bisa tercatat karena
permasalahan belum cukup umur, atau si calon laki-laki ada halangan karena belum
ada akte cereinya. tetapi sudah dinyatkan tertalak oleh istri pertama dan mau beristri
lagi sehingga administrasi belum bisa melaksanakan pernikahan. terkadang kala
banyak orang tua dengan jalan lain menikahkan anaknya dengan alasan sudah
kepengadilan tetapi tidak diberikan izin oleh pihak pengadilan karena ada alasan

khusus. Sehinggah orang tua melihat bahwa daripada terjadi hal-hal yang tidak
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diinginkan maka orang tua mengambil jalan pintas yaitu menikahkan secara siri
untuk menjaga tidak merusak agamanya dan tidak merusak norma-norma ajaran
agama maka walihnya menikahkan secara syari’ih oleh penghulu illegal.

Penghulu bagi pernikahan siri terbentuk dengan magasid syariah atau tujuan
diberlakukan hukum Syariah Ketika pernikahan dilakukan secara siri dan tanpa
dicatatkan kepada pihak yang berwenang, secara agama, bila telah memenuhi rukun
syarat pernikahan adalah sah. dengan latar belakang khawatir terjadinya zina atau
perbuatan lain yang melanggar syariat, maka pernikahan tersebut hanya bisa
terwujud sesaat setelah pernikahanya berlangsung. Namun dampak hukum, dan
akibat-akibat lain yang sering muncul dalam pernikahan siri akan muncul dalam
rentang waktu Panjang sementara magasid Syariah tidak ditujuakan untuk
ketenangan sesaat.

Dalam ajaran agama apapun dan dalam etika sosial masyarakat dimanapun,
secara umumnya sepakat bahwa kehadiran perempuan dan anak mutlak harus
dilindungi semua bentuk ancaman perlakuan kasar serta tekanan psikis. Tetapi
untuk memastikan agar perempuan tidak menjadi korban yang dirugikan dalam
lembaga dan kehidupan pernikahan dengan pasanganya, sebetulnya yang
dibutuhkan bukan hanya nilai, norma dan payung hukum. Tapi yang juga tak kalah
penting adalah upaya-upaya penting yang lebih berorirntasi pada pemberdayaan
perempuan secara mandiri. Saya mahasiswa pascasarjana sedang meneliti prosedur
pelaksanan pernikahan siri tolong dijelaskan.

Dalam tinjaun Maqasid Syariah dalam memelihara agama dalam penghulu

ilegal pernikahan siri dibawah umur bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
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pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan
yang berlaku. Penghulu adalah seorang pemuka agama yang memiliki tugas dan
tanggung jawab dalam menjalankan pernikahan menurut hukum Islam, menurut
hukum Islam, nikah siri atau pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan Petugas
Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak
dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor
Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, tidak sah.

Penghulu ilegal biasanya tidak memiliki otoritas resmi dari pemerintah untuk
melaksanakan pernikahan secara sah. Jika mereka menikahkan orang di tengah
masyarakat, pernikahan tersebut mungkin tidak diakui secara hukum. Ini dapat
menimbulkan masalah hukum dan administratif bagi pasangan yang menikah di
bawah penghulu ilegal, termasuk ketidakberlakuan pernikahan di mata hukum.
Sebaiknya, ketika hendak menikah, disarankan untuk melibatkan pejabat atau
pemuka agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah untuk memastikan
keabsahan dan kelegalan pernikahan.

Meskipun alasan untuk memelihara nilai agama Islam bisa dianggap
penting, penting juga untuk memahami bahwa agama memiliki aturan dan prosedur
pernikahan yang diakui oleh hukum. Menikah di bawah penghulu ilegal, meskipun
dengan niat baik, tetap merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum.
Sebaiknya, untuk memelihara nilai agama Islam, seseorang sebaiknya mencari
solusi yang sesuai dengan aturan dan tata cara pernikahan dalam Islam yang diakui

oleh pemerintah. Ini akan memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum
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dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, sambil tetap memberikan perlindungan
dan hak-hak yang dijamin oleh hukum.

Menjalankan pernikahan secara ilegal dapat menciptakan ketidakpastian
hukum dan administratif. Pernikahan yang tidak diakui oleh pemerintah bisa
mengakibatkan ketidakberlakuan hak-hak pernikahan, termasuk hak-hak harta dan
warisan, akses ke layanan kesehatan, dan hak asuh anak. Hal ini dapat merugikan
pasangan di masa depan. pendekatan untuk mencegah perzinahan sebaiknya
dilakukan melalui upaya edukasi, konseling, dan pembangunan nilai-nilai moral
dalam masyarakat. Dengan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang
pentingnya komitmen dalam pernikahan, serta memberikan dukungan dan sumber
daya untuk mengatasi konflik, masyarakat dapat mencapai tujuan moral tanpa
melibatkan kegiatan ilegal. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan sosial yang
lebih sehat tetapi juga memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang
terlibat.

b. Memelihara Jiwa

Kehidupan atau jiwa merupakan pokok segalanya. Karena segalanya
didunia ini bertumpuk pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dijaga eksistensi dalam
tingkata kualitasnya.

Al-Qur’an juga menjelaskan agar umat manusia dapat memelihara jiwanya.

Q.S Al-Furgan:25/68:

@
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Terjemahnya:

dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain
dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan)
yang benar, dan tidak berzina; dan barangﬁsiapa melakukan demikian itu,
niscaya dia mendapat hukuman yang berat,%

Selain itu, menjaga jiwa juga erat kaitanya untuk menjamin atas hak hisup

manusia seluruh tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam Q.S Al-Maidah:5/32

o,

é/a/ . ‘? P /?//f ,°/° o Pl 0% r;”./,/:i o .
..... Ga S 8 GG 231 3 old 5 el i3y Ll (38 0

z

Terjemahnya:

barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh
orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan
dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan
seorang rgganusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua
manusia.

Penghulu ilegal adalah penghulu yang tidak diakui secara hukum oleh
negara. Oleh karena itu, penghulu ilegal tidak memiliki perlindungan hukum dan
sosial yang sama dengan penghulu yang sah. Namun sebagai seorang muslim,
Ketika ingin memelihara jiwa maka pernikahan yang dilangsungkan oleh penghulu
ilegal. Beberapa hal yang dapat memelihara jiwa dalam pernikahan yang
dilangsungkan oleh penghulu illegal yaitu:

Melihat adanya kasus bahwa terkadang kala bila ada pasangan yang merasa
sama-sama sangat cocok, tetapi tidak dinikahkan, bisa saja dia melakukan hal-hal
yang melanggar norma-norma agama seperti bunuh diri. inilah mungkin di
khawatirkan sehingga mereka melakukan nikas siri. Penggunaan pendekatan

magashid syariah bertujuan untuk melihat sisi kemaslahatan menggunakan

#8Departemen Agama RI Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan, h, 336
#9Departemen Agama RI Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan, 113.
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penghulu ilegal sesuai dengan tujuan magashid syariah. juga dapat menjaga jiwa.
Karena jika pernikahannya tidak terselenggara maka kemungkinan akan
menghalangi terwujudnya magashid syariah.

Penghulu pernikahan siri dalam memelihara jiwa bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa pernikahan siri tersebut dilakukan dengan baik dengan ajaran
agama Islam. Namun, penghulu nikah siri yaitu Abdul Fattah dan Muhammad Abdu
tidak memiliki kewajiban untuk memelihara jiwa pasangan yang menikah tidak sah
secara hukum. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk melakukan pernikahan
secara di KUA agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat
memelihara jiwa pasangan yang sudah menikah. Analisis Magasid Syariah dalam
memelihara jiwa menunjukkan sama pentingnya dengan menjaga agama karena
apabila tidak ada jiwa yang menegakkan maka eksistensi agama akan hilang.
Tujuan dari keturunan syari’at adalah untuk kemalahatan umat manusia, untuk
mencegah perizinan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang
bersangkutan, ketentraman keluaga dan masyarakat.

Meskipun niat untuk melindungi anak dari risiko bunuh diri adalah hal yang
baik, penggunaan pernikahan ilegal oleh penghulu ilegal bukanlah solusi yang
tepat. Peningkatan kesadaran tentang masalah kesejahteraan mental, dukungan
psikologis, dan pendidikan seksual yang komprehensif dapat menjadi alternatif
yang lebih efektif.

Pernikahan di bawah umur dapat memiliki dampak serius terhadap

kesejahteraan psikologis dan kejiwaan anak. Anak yang menikah pada usia yang
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terlalu dini mungkin menghadapi tekanan emosional dan psikologis yang berat
karena belum siap menghadapi tanggung jawab perkawinan.

Dampaknya dapat mencakup stres, kecemasan, depresi, serta kesulitan
dalam menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai pasangan dan mungkin sebagai
orang tua. Anak yang menikah di bawah umur juga berisiko mengalami pembatasan
pendidikan dan peluang hidup yang lebih terbatas, yang dapat mempengaruhi
perkembangan pribadi dan profesional mereka.

Penting untuk memastikan bahwa keputusan pernikahan didasarkan pada
kesiapan fisik dan emosional, serta untuk memberikan dukungan psikologis dan
pendidikan yang diperlukan untuk memitigasi dampak negatif pada kesejahteraan
anak. Meskipun niat untuk melindungi anak dari risiko bunuh diri adalah hal yang
baik, penggunaan pernikahan ilegal oleh penghulu ilegal bukanlah solusi yang
tepat. Peningkatan kesadaran tentang masalah kesejahteraan mental, dukungan
psikologis, dan pendidikan seksual yang komprehensif dapat menjadi alternatif
yang lebih efektif.

Pernikahan di bawah umur dapat memiliki dampak serius terhadap
kesejahteraan psikologis dan kejiwaan anak. Anak yang menikah pada usia yang
terlalu dini mungkin menghadapi tekanan emosional dan psikologis yang berat
karena belum siap menghadapi tanggung jawab perkawinan.

Dampaknya dapat mencakup stres, kecemasan, depresi, serta kesulitan dalam
menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai pasangan dan mungkin sebagai orang

tua. Anak yang menikah di bawah umur juga berisiko mengalami pembatasan
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pendidikan dan peluang hidup yang lebih terbatas, yang dapat mempengaruhi
perkembangan pribadi dan profesional mereka.

Penting untuk memastikan bahwa keputusan pernikahan didasarkan pada
kesiapan fisik dan emosional, serta untuk memberikan dukungan psikologis dan
pendidikan yang diperlukan untuk memitigasi dampak negatif pada kesejahteraan
anak. Penting untuk bekerja sama dengan otoritas dan lembaga yang berwenang
dalam mencari solusi yang sah dan aman bagi anak-anak yang menghadapi masalah
kesejahteraan mental. Langkah-langkah mengurangi kemungkinan negatif dan
intervensi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten dapat membantu mencegah
risiko bunuh diri tanpa melibatkan praktik ilegal seperti pernikahan di bawah umur.
c. Memelihara Akal

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena
akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh
karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk
tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan
baik atau maslahat. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah
menuntut ilmu atau belajar. Al-Qur’an menjelaskan tentang perintah Allah kepada
manusia untuk manuntut ilmu.”

Akal yang membedakan manusia dengan penciptanya dibandikan yang
lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang terbaik dan

buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu,

"®Magasid Syariah Pengertian, Dan Unsur-Unsur Didalamnya. Sabtu, 3 Juli 2021
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yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah SWT dala Q.S

Ali-Imran 3/190-191:
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Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam
dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal,
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam
keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan
bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan
semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.’

Dalam konteks pernikahan siri, menjaga jiwa menjadi salah satu tujuan
utama yang harus dipenuhi. Menjaga jiwa dalam pernikahan siri dapat dilakaukan

dengan beberapa hal yaitu:

1. Kesepakatan Bersama pernikahan siri harus dilakukan dengan kesepakatan
Bersama antara dua pihak. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya
penipuan atau pemaksaan dalam pernikahan siri.

2. Kesejahteraan jiwa pernikahan siri harus dilakukan dengan tujuan untuk
mencapai kesejahteraan jiwa bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu,
dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual belakang.

3. Kepastian hukum pernikahan siri harus dilakukan dengan pemperhatikan
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menhindari

terjadinya masalah hukum di kemudian hari.

"1Departemen Agama RI Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan, h, 75.
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4. Perlindungan hak-hak perempuan pernikahan siri harus dilakukan dengan
memperhatikan hak-hak perempuan. Hal ini penting untuk menghindari
terjadinya penindasan atau diskriminasi terhadap perempuan dalam

pernikahan siri.”?

Dampak dari orang yang tidak di nikahkan secara siri yang sudah merasa
cocok (Pacaran) bisa saja prustasi sehingga berakibat hilang akal dan menjadi stress
itulah sehingga mereka para orang tua mengambil jalan untuk menikahkan anaknya
secara siri yang mendatangi Penghulu - penghulu ilegal. karna persyaratan untuk
menikah secara sah di KUA belum lengkap.Persoalannya belum cukup umur. KTP
belum ada. sedangkan termasuk persyaratan untuk di catat di KUA memiliki KTP,
dan untuk meminta dispensasi untuk menikah di pengadilan agam, pun juga terasa

berat bagi masyarakat awam.

Dalam memelihara akal penghulu ilegal pernikahan siri, penghulu juga harus
memastikan bahwa pasangan dibawah umur yang menikah secara siri memahami
konsekuensi dari pernikahan tersebut dan memperhatikan kesejahteraan pasangan
tersebut. Tanggung jawab untuk memelihara jiwa tetap berada pada pasangan itu
sendiri.

Individu yang merasa bahwa aturan atau persyaratan pernikahan tidak
memenuhi kebutuhan atau nilai-nilai mereka mungkin merasa dikecam atau
dihakimi oleh masyarakat. Ini bisa menyebabkan isolasi sosial dan masalah

kesejahteraan mental. Ketidakpuasan terhadap aturan pernikahan dapat mendorong

2Ketye Styzek, https://id.wikihow.com/Menghentikan-Pelaku-Penindasan
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seseorang untuk mencari jalur alternatif, termasuk menggunakan penghulu ilegal.
Ini bisa mengakibatkan pelanggaran hukum dan memberikan konsekuensi hukum
yang serius.

Pembatasan atau persyaratan pernikahan yang dianggap berat atau tidak adil
dapat menjadi penyebab ketidakpuasan dan bahkan dapat mendorong seseorang
untuk melakukan pelanggaran atau tindakan yang merusak akal fikir mereka.
Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk secara terus-menerus
mengevaluasi kebijakan pernikahan, memastikan bahwa aturan-aturan tersebut
adil, dapat diakses, dan mempertimbangkan keberagaman budaya serta kebutuhan
masyarakat. Komunikasi terbuka dan pendekatan yang inklusif dapat membantu
mengurangi ketegangan dan konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan
terhadap aturan pernikahan.

d. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan yang sah
menurut ketentuan, yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Islam mewajibkan
manusia untuk memelihara keturunan dan menjaga keturunan yang baik dengan
menganjurkan manusia untuk menikah dan melarang berzinah, namun nikah siri
tidak dibolehakan dalam Islam karena melanggar syarat nikah yang sah, yaitu
adanya wali, saksi, dan ljab Qabul yang jelas. Pernikahan akan memelihara
keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain
memelihara hak-hak dalam warisan, seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri
tidak akan mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta

cabangnya di antara manusia. Hal ini tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
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Memelihara keturunan syariat Islam menjaga urusan nasab diharamkan
berzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Allah

berfirman Q.S An-Nur 24/2:

Gt o3 o Wi 3ekds 590 o3y Ay
Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu
beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan)
hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Dengan
adanya keturunan merupakan tanda berlanjutnya kehidupan manusia. Adapun yang
dimaksud dengan pelanjutan kehidupan manusia di sini adalah pelanjutan manusia
dalam keluarga. Keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk
memelihara keluarga yang sahih itu. Allah menghendaki manusia melakukan
perkawinan. Setiap hukum syara’ tentunya terdapat tujuan dasar yang dapat disebut
sebagai tujuan utama dan turunannya. Seperti Nikah yang tujuan asal disyariatkan
untuk melahirkan keturunan, sedangkan tujuan turunannya adalah mencari
ketenangan, menikmati hal-hal yang halal dalam pernikahan dan menjaga diri dari
hal yang dilarang selainnya Magqashid turunan ini bertugas sebagai penguat dari

magqasih asal

Penghulu ilegal dalam memelihara keturunan dalam pernikahan siri yang

merupakan satu-satunya jalan untuk Hifz al-Nasab (menjaga nasab) atau realisasi

3Departemen Agama RI Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan, h, 350.
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dari illat Maqgasid Syariah. Dalam konteks pernikahan siri, menjaga keturuna dapat
menjadi tantangan karena pernikahan siri tidak diakui secara hukum dan tidak
memiliki perlindungan hukum yang sama dengan pernikahan yang sah. Oleh karena
itu, menjaga keturunan dalam pernikahan siri dapat menjadi lebih sulit daripada
dalam pernikahan yang sah. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika
keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah,
karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan sama-sama akan sulit jika dilakukan
secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya
harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.

Pernikahan yang dilakukan oleh penghulu ilegal dan tidak diakui secara sah
oleh otoritas hukum dapat memiliki dampak yang kompleks dan signifikan terhadap
keturunan. Dalam penjelasan lebih dalam, kita dapat menjelajahi beberapa aspek
utama yang melibatkan hak keturunan, status sosial, dan implikasi hukum dari
pernikahan semacam itu.

Pernikahan yang tidak diakui secara sah dapat menyebabkan ketidakjelasan
dalam hak keturunan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hak waris
anak-anak tersebut mungkin tidak diakui atau dapat dipertanyakan, mengakibatkan
ketidakpastian dalam klaim terhadap harta keluarga atau properti.

Hak keturunan juga dapat berdampak pada akses anak-anak terhadap
dukungan finansial, manfaat asuransi, dan pendidikan. Kehilangan pengakuan
resmi dapat membatasi kemampuan anak-anak untuk mengakses sumber daya dan
hak yang diakui oleh masyarakat dan lembaga keuangan. Anak-anak yang lahir dari

pernikahan ilegal menghadapi tantangan dalam mendefinisikan identitas hukum
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mereka. Status pernikahan yang tidak diakui secara sah dapat menyulitkan proses
pencatatan kelahiran dan administrasi hukum lainnya yang diperlukan untuk
memastikan pengakuan resmi.

Ketidakjelasan identitas hukum ini dapat berdampak pada proses
kewarganegaraan, pengakuan legal sebagai anggota keluarga, dan hak-hak
administratif lainnya. Ini juga dapat memberikan beban psikologis pada anak-anak
yang mungkin merasa tidak diakui atau kurang dihormati secara hukum.

e. Memelihara Harta

Memelihara harta sangat menghargai harta milik seseorang, Harta
merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan)
manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah memerintahkan
manusia untuk mewujudkan dan memelihara harta itu. Allah memerintahkan
manusia berusaha mendapatkan harta itu. sehingga mengancam siapa mencuri harta

hukumnya adalah potong tangannya. Allah berfirman Q.S Al-Maidah 5/38:

7z Az

T (R AN PR SR PR AN AN AT AT

Terjemahnya:

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka Iakukan dan
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.’

74Departemen Agama RI Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan h, 118.
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Harta Bersama dalam penikahan siri adalah harta kekayaan dalam
perkawinan atau syirkah, yaitu harta yang dapat diperoleh baik sendiri-sendiri atau
Bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, namun pembagian harta Bersama
dalam pernikahan siri tidak diatur dalam hukum Islam.

Allah melarang manusia merusak harta dan mengambil harta (orang lain)
secara tidak hak. Larangan Allah mengambil harta orang lain secara tidak hak.
Adanya pernikah siri ke penghulu ilegal contohnya dinikahkan karena belum keluar
akte cereinya laki-laki dan uang sudah naik (melamar) untuk Memelihara harta
supaya tidak terbuang begitu saja makanya dia mencari penghulu dikampung-
kampung untuk menikahkan mereka secara siri. Dalam pernikahan siri menjaga
harta dapat menjadi tantangan karena pernikahan siri, menjaga harta dapat menjadi
pertetangan karena pernikahan siri tidak diakui secara hukum dan tidak memiliki
perlindungan hukum yang sama denagan pernikahan yang sah.

Penghulu dalam memelihara harta dari pernikahan siri akan berakibat
hukum pernikahan siri terhadap memelihara harta, pernikahan tidak memiliki
kekuatan hukum sehingga akan sangat sulit untuk mengatur mengenai harta
Bersama dalam pernikahan siri dan akan mempengaruhi pernikahan dibawah umur
terhadap kedudukan istri dan anak

Dalam otoritas penghulu memang tidak ada tetapi hanya sekedar membantu
masyarakat untuk melaksanakan pernikahanya. Bahkan Informan sendiri pun, tetap

menyarankan masyarakat, agar mengurus sendiri ke KUA kecamatan dan bahkan
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Informan tetap menyarankan pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah siri,
untuk tetap mengurus pendaftaran pernikahan mereka di KUA kecematan
Mallusetasi. Beliau juga menyarankan untuk mengurus terlebih dahulu surat cerai
dengan mantan Istirinnya ke Pengadilan Agama. karena itu adalah salah satu syarat
berkas pencatatan pernikahan mereka di KUA. bahwa Informan tidak pernah
meminta imbalan terhadap nikah siri yang disahkan, namun karena masyarakat
memberi sebagai ucapan terima kasih, beliau tidak menolak pemberian tersebut.
informan sangat dipercaya oleh masyarakat di desanya, yaitu di Desa Manuba dan
Desa Nepo untuk selalu terlibat dalam kegiatan keagamaan, seperti menyampaikan
ceramah agama.

Pernikahan siri oleh penghulu ilegal biasanya tidak diakui secara sah oleh
pemerintah. Akibatnya, dalam hal perceraian atau kematian, hak-hak hukum terkait
warisan dan harta bersama mungkin tidak terlindungi dengan baik. Anak dan istri
dari pernikahan siri tersebut menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak mereka
terkait aset dan warisan, karena pernikahan tidak diakui secara resmi oleh otoritas
hukum. Hal ini dapat merugikan mereka secara finansial dan hukum.

, Jika terjadi perceraian atau kematian, anak dan istri dalam pernikahan
tersebut mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup terkait hak
warisan dan harta bersama. Pengakuan resmi pernikahan sangat penting untuk
menjamin perlindungan hukum penuh terhadap hak materi dan harta bagi keluarga.
Pernikahan siri cenderung meninggalkan pihak-pihak terlibat dengan

ketidakpastian hukum dan finansial.
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Pernikahan siri oleh penghulu ilegal dapat berdampak serius terhadap hak
materi dan harta keluarga. Karena tidak diakui secara sah oleh pemerintah,
pernikahan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup. Dalam
situasi perceraian atau kematian, anak dan istri mungkin kesulitan untuk
mendapatkan hak warisan dan bagian dari harta bersama. Ini menciptakan
ketidakpastian finansial dan hukum yang dapat merugikan mereka. Oleh karena itu,
pengakuan resmi pernikahan sangat penting untuk memastikan perlindungan penuh

terhadap hak-hak keluarga.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tesis di atas deengan menagcu kepada rumusan
masalah maka dapat disimpulkan:

1. Konteks sosial pernikahan siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru
dipengaruhi oleh Faktor Geografis daerah dan akses yang tidak memadai
menjadi faktor mengapa masyarakat lebih memilih untuk melakukan
pernikahan siri ataupun kegiatan keadministrasian lainnya melalui Imam
setempat. Dengan keterbatasan pengetahuan akan pentingnya pencatatan,
menjaga siri’ (malu) dalam Masyarakat Kecamatan Mallusetasi masih
dijunjung tinggi, nilai kehormatan dan harga diri artinya siri’(malu), jika
dalam siri’ maka masyarakat berusaha mempertahankan dan terkadang
kalah keadministrasian diindahkan. Tingkat Pemahaman Masyarakat
Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Walaupun
sudah diusahakan diberikan sosialisasi melalui Pengajian-pengajian oleh
Penyuluh Agama Islam KUA dan Staf /Penghulu KUA Mallusetasi tapi
kenyataannya masih ada sebagian masyarakat Mallusetasi yang
melaksanakan Pernikahan Siri.

2. Prosedur pelaksanaan pernikahan siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten
Barru, pelaksanaannya tidak jauh berbeda seperti pernikahan secara resmi.
Pernikahan siri yang dilakukan dikampung sudah sah apabila sudah

terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan dan ayah kandung menjadi
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wali dalam pernikahanya dan menikahkannya adalah tokoh agama atau
Imam setempat yang dianggap oleh masyarakat memahami agama Islam. la
diminta tolong oleh masyarakat setempat untuk menikahkan sebagai
pengganti penghulu. Adapun Prosesnya seperti nikah biasa ada ijab kabul,
wali, penghulu, mahar dan saksi. Adapun rukun-rukun pernikahan yang
harus dipenuhi supaya pernikahan dianggap sah antara lain, wali yang
menikahkan haruslah wali yang berhak yaitu wali nasab. Pelaksanaan
pernikahan siri yang dilakukan oleh para informan hampir semua yang
menjadi wali nikah adalah ayah kandung calon mempelai wanita. Namun
ada juga yang bukan dinikahkan oleh ayah kandungnya karena ayah
kandungnya sudah meninggal dunia.

. Otoritas penghulu ilegal memang tidak ada tetapi hanya sekedar membantu
masyarakat untuk melaksanakan pernikahanya. Bahkan Informan sendiri
pun, tetap menyarankan masyarakat, agar mengurus sendiri ke KUA
kecamatan dan bahkan Informan tetap menyarankan pasangan yang sudah
terlanjur melakukan nikah siri, untuk tetap mengurus pendaftaran
pernikahan mereka di KUA Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
Beliau juga menyarankan untuk mengurus terlebih dahulu surat cerai
dengan mantan Istrinya ke Pengadilan Agama. Karena itu adalah salah satu
syarat berkas pencatatan pernikahan mereka di KUA. Bahwa Informan tidak
pernah meminta imbalan terhadap nikah siri yang disahkan, namun karena
masyarakat memberi sebagai ucapan terima kasih, beliau tidak menolak

pemberian tersebut. Informan sangat dipercaya oleh masyarakat di desanya,
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yaitu di Desa Manuba dan Desa Nepo untuk selalu terlibat dalam kegiatan

keagamaan, seperti menyampaikan ceramah agama.

B. Implikasi

1. Dengan mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana di
kemukakan di atas, terdapat beberapa implikasi yang perlu dicermati dalam
upaya meningkatkan dan terlesaikan terkait Deotoritas Penghulu llegal
dalam Nikah Siri Kecamatan Mallusetasi Kabupaten hal ini dikarenakan ada
beberapa faktor yang mengakibatkan adanya kasus penghulu ilegal dalam
pernikahn siri hanya dapat terlaksana dan dilakukan secara efektif apabila
masyrakat dan para pihak terkait melaksanakan peran dan tugas secara
benar.

2. Upaya untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat kabupaten barru
terkait adanya penghulu ilegal dalam pernikahan siri di sosialisasikan ke
kepelosok-pelosok sehingga masyarkat benar memahami pentingnya
pernikahan di KUA di Kecamatan Mallusetasi kurangnya pemahaman
masyarkat mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk
mendaftarkan pernikahnya di KUA. Kemudian adanya kerja sama para
pihak tentang pegawai KUA agar telaksana secara optimal dan menyelutuh.
Mulai dari tahap sosialisai, sehinggah ke tahap penghimpunan atau
pengumpulan dan tidak terlepas dari pengawasan pihak yang bertanggung
jawab dengan hal tersebut.

3. Semua elemen dalam lingkungan masyarakat harus memiliki simpati dan

empati tinggi terhadap pasangan nikah di sekitarnya yang telah dan akan
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melaksanakan nikah siri.
C. Rekomendasi

1. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti ini membahas penghulu ilegal dalam
pernikahan siri penelitian hanya berfokus pada penghulu sehingga penulis
menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah objek dan
subjek sanksi penghulu ilegal sehinggah banyak persepktif dalam mengkaji
topik ini.

2. Untuk Unit pelayanan masyarakat Kabupaten Barru mensosialisasikan akan
pentingnya Pernikahn yang didaftarka di KUA pencatatan perkawinan
untuk menghindari tidak terpenuhnya hak-hak anak yang lahir dan tidak
tercatat dikarenakan ketidak sadaran masyarakat dan orangtua akan
pentingnya pencatatan perkawinan akan pemenuhan hak anak.

3. Untuk masyarakat dalam melakukan pernikahan siri sebaiknya harus

memperhatikan penghulu yang tepat bisa diangkat menjadi penghulu.
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Wawancara dengan bapak Muhammad Abdu, sebagai penghulu ilegal pernikahan
siri di rumah beliau pada tanggal 21 November 2023 tentang deotoritas penghulu
ilegal alam pernikahan siri di kcematan mallusetasi, pendapat beliau saya
melakukan pernikahan tersebut karena permintaan warganya.

Wawancara dengan bapak Abdul Fattah, sebagai penghulu ilegal pernikahan siri
di rumah beliau pada tanggal 20 November 2023 tentang deotoritas penghulu
ilegal dalam pernikahan siri di kcematan mallusetasi, pendapat beliau saya sudah
menyaran mereka menikah di KUA Tetapi ada kendala untuk mendaftarkan
pernikahanya di KUA.



Wawancara dengan bapak Zulkifli. S. Ag. MH., Kepala KUA Kec.Mallusetasi di
kantor KUA beliau pada tanggal 20 November 2023 tentang deotoritas penghulu
ilegal alam pernikahan siri di kcematan mallusetasi, pendapat beliau, kami tetap
memperhatikan pencatatn pernikahan siri di Kecematan Mallusetasi
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Wawancara dengan ibu Rahmawati.S. Pd. (Penyuluh Agama Islam Mallusetasi di
kantor KUA) pada tanggal 20 November 2023 tentang deotoritas penghulu ilegal

alam pernikahan siri di kcematan mallusetasi, pendapat beliau, sangat diperlukan
adanya pencatatan pernikahan.

ada
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Buku, Data-data pengajuan isbat nikah yang pernah melakukan nikah siri.
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I.  LATAR BELAKANG

Ikatan pernikahan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa
cinta Kasih, maka dari pelaksanaan pernikahan tersebut. Diperlukan norma hukum vang mengatims
Pencrapan norma hukum dalam pelaksanaan pernikahan sangat diperiuhan terutama dalan rangha mengan
hak, Kewajiban dan tainggung jawab masing-masing anggota heluarga, puna membentuk Aeluarga yang Rahagia
dan sejahtera

Pernikaban adalah salal st Ketentaan atan hukum dac hukume hukum Ah swe vang berlake bag
manasi secara wumum (1), Pernihaban menurat Undang-undang Nomor 1o Fahun 2019 wntang perkan man
il bt usia perkawinam Lok lake dan perempunn 19 tahan, batas usia esebut dinida el matane nwa
raganya untuh dapat melangsunghan peckawinan agac dapat mewupudhan tpuan perkan man sevars hak
selimggah dak berakhin pencernim dan mendapat keturuman yang sehat dan berkualie Bahws perhawinan
yung sahtelah dintar datam Undang andang perkaswinan: Naman masih banyak vang tenadi pens impangan
At pelaksmuan perkawman. Banyak mielikukan penhabian tanpa mekdu proses admistast atau
pencattin yange telahe duatue diciiam Undang: ondang perkawinan
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Pernikahan mengandumg  aspek akibat hukum, yang melangsungkan  perkawinan ialah saling
mendapatkan hak dan kewajiban serta mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.
Dengan pemikahan, manusia dapat menjalankan tlmﬂm‘ya akan terikat seumur hidup dengan pasangannya.
Setiap orang vang melaksanakan perkawmnan harus dilaksanakan secara sah yaitu terpenuhi syarat dan
rukunnya serta r:';min_\a dicatat olch Pegawal Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) bagi
mereka beragama [slam. dan catatan sipil bagi mereka yang diluar agama Islam: Dibuktikan adanya surat nikah,
dan surat mkah tersebut banyak manfaamya diantaranya mendapat perlindungan hukum. Tujuan pernikahan
dalam Islam adalah unruk memenubn wnwtan hyat abat kemanusian, untuk berhubungan antara seorung laki-
laki dan seorang perempuan dalam rangka mewwudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar kasih,
serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang
telah diatur oleh syanah

Dalam tnjauan hukum pemenntahan di Indonesia suatu peristiwa yang tidak tercatat dianggap 1legal
dan hal tersebut akan dikenar sanksi hukum, jadic yang melatar belakangi nikah siri sebagai suat yang
dipandang agak neganf adalah dikarenakan ngin melindungt kedua belah pthak antara suami dan istri
mempuny a perhindungan hukum yang sama dan status hukum yang mengikat, karena permikahan sin dianggap
oleh banvak Kalangan udak mempunyu kekuatan hukum dan apabila terudi ketidak cocokan maka bubar
Degit saas oleh karena iu di khawatekan apabila elah memiliki Keturunan akan terlantar. Lebih jelas, penulis
menjelaskan bahwa dikatakan nikah sin (dibawah tangan) jika pemikahan tersebut tidak diluporkan atau tiduk
fercatat & KUA atau kekantor Catatan Siprl. Sehing ga udak ada surat-surat resmi yang memperkuat adanya
thatan pernikahan Apabila syarat dan rukun nikah tadi terpenuhi, maka nikah siri sudah sah secara syanat
Ve Tetapt mikah sinudak diakun secara sah (legal) oleh Negara, sebab tiduk tercatat dalam catatan resmi
pemenintahan. bark KUA atau kantor Catatan Sipil, dan tidak mempunyai surat/akta nikah yang diakui Negara,
Apabila salah sats diantara kedua pihak (suami stri) melanggar ikatan pernikahan maka pihak lain tidak bisa
menuatt menurut hukum yang berlaku dalam nikah sir, karena tidak terlindungi sccara hukum (Negara),
Naks hak-hak suami dan astn tdak bisa terjamin secara sosial. Jika terjadi persoalan-persoalan yang
menyangkut hukum Sipil, pelaku nikah sin udak dapat menyelesaikan masalahnya melalui lembaga-lembaga
fiukum yang ada karena pernikahannya tidak terdaftar.

Pegawai Pencatar Nikah mempunyar kedudukan yang jelas dalam peratran perundang-undangan di
Indonsia (UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954) sampai sckarang Pegawai Pencatat Nikah Untuk
memenuhs ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan
Pegawai Pencata Nikah, Pegawai Pencatat Nikah mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukurm.
12 adalah Pegawai Negen yang diangkat oleh Menteri Agama pada tap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Menurut hukum Islam pemikahan siri adanya syarat dan rukun telah terpenubi seperti calon suami,
calon wstn, wali dua orang saksi, ucapan 1jab dan Kabul. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pasal
2 mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk
menzau perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah (2).

Problematika berupa maraknya pernikahan siri yang dilakukan olch penghulu ilegal perlu mendapatkan
pernatian dan pihak-pihak terkait untwk tindak lanjuti dengan melakukan upya-upaya sosialisasi, cdukasi.
pencegahan dan pemberantasan Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah terkait, ada atau tidaknya
sanksi bagi penghulu yang melakukan praktik menyimpang atau bisa discbut penghulu illegal.

Fenomena contoh kasus yang terdapat di KUA Kecematan Mallusetasi dari keluarga Rudi dan Darma
melaporkan Pemikahanya kepada pak imam (penghulu) yang pernah menikahkanya secara tidak tereatat di
KUA untuk didafiarkan pada KUA karena scbab pemikahan belum dicatatkan di KUA sctempat sehingga
adanya permohonan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana Otoritas terhadap penghulu ilegal pemikahan sici
Kecematan mallusetasi. Dalam Islam maupun Undang-undang telah diatur tentang pencatatan perkawinan,
proscdur perkawinan, pelaksaan pencatatan perkawinan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan sanksi
penghulu ilegal.

2. METODE

Penclitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan mengambil data primer dari
lapangan yang dikaji sccara insentif yang discrtai analisis dan pengujian kembali pada semua data atau
informasi yang telah dikumpulkan. Pendekatan Kualitatif' digunakan dalum penclitian ini dengan cara
mengamati pelaku atau perangkat instansi Kantor Urusan Agama Kecematan Mallusetasi Kab. Barmu. Data
primer penelitian merupakan hasil wawancara langsung dengan pihak (erkait pelaku pernikahan siri sedangkan
data sekunder berupa literatur dan arsip instansi serta berkas kusus guna ditelaah lebih mendalam.

3. HASIL DAN DISKUSI
KONTEKS SOSIAL NIKAH SIRI DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARU

Nikah siri adalah nikah yang disembunyikan, dirahasiakan dan tidak diketahui oleh masyarakat luar, suatu
pernikahan yang meski telah memenuhi syarat rukun niakh, tetapi karena alasan tertentu tidak dicatatkan di
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Kantor Urusan Agama (KUA), Nikah siri dalam kontes yurudis di Indonesia adalah pernikahan secara syari
dengan diketahui olch orang banyak hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga
yang membedakan antara nikah siri dengan pernikahan resmi adalah adanyaa akta nikah scbagai bukti telah
terjadinya pernikahan. pernikahun siri yang meski suh secara syar'i namun karena mempunyai buku termlhs
berupa akta nikah, maka tetap ilcgal sccara hukum negara (3),

Para ulama menentang praktik pelaku pernikah siri, menempuh cara tersebut karenz diz tdak ingin
pemikahanya di ketahui orang banyak. Padahal pernikahan ada scjumlah syarat yang harus dipenuhi antara
lain diketahui orang banyak agar nantinya tiduk ada fitnah dikalangan masyarakat. Hadis Nabi menganjurican
untk mengadakan walimah (meyiarkan) adapun H.R Bukhari yang menganjurkan adanya pestz pernikzhan
(walimah) walaupung hanya dengan scckor kambing.

Nikah sin mulai dikenal setelah disahkanya Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang perkaainzn
dan dikcluarkanya peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 scbagai pelaksana Undang-undzng Nomor |
Tahun 1974 tidak mengarur secara spesifik persoalan nikah siri, hanya mewajibkan pencatztan perzw nan
yang di atur dalam pasal 2 ayat 2. Olch karena itu pemerintah berkeinginan dan berupayz memberi farwz fusem
yang tegas terhadap penikahan siri, Keinginan pemerintah tersebut kini telah dituangkan dalam rancangzn
Undang-undang hukum materil peradilan agama dalam bidang perkawinan. Dalam rancangan Undan
tersebut, memuat ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 143-153 berkenaan dengan nikah sin Dzlam pase
143 rancangan Undang-undang ini, pernikahan siri dianggap ilegal (4).

Pertama. sccara geografis Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yang memiliki Dazrzn Seo

masih sulit lcqangkau Faktor geofrafis sangallah berpengaruh terhadap pengelolaan suaru daerah ieno
hal tersebut dapat berdampak pula pada pengelolaan data masyarakat Sulitnya akses jalan dan mimmz
informasi mengakibatkan masyarakal enggan untuk melakukan pencatatan pernikahan. Oleh karens oo se o
jalan yang seringkali kita dapan di pedesaan merupakan jalanan yang berfumpur dan juga memilic tecso—

bebatuan lepas menjadi ciri khas tersendiri wilayah pedesaan.

Tempat tinggal masyarakat yang berada di pedesaan yang jauh lokasinya dengan Dinas Kepencudul o=
dan Pencatatan Sipil menjadi kendala yang menycbabkan belum maksimalnya pelayanan aktz perkawinzs
Jarak antara tempat linggal masyarakat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menadi salas oo
penghambat dalam pelayanan akta perkawinan, mahalnya biaya transportasi dan lamanve wakm dalim
perjalanan unfuk sampai ke tempat penerbitan akta perkawinan serta kesibukan masyarsiat dalam pekenjaan
sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan schari-hari.

Salah satu tokoh agama di Desa Manuba Kecamatan Mallusctasi, Abdul Famah menjelaskan xasus
pernikahan siri di lingkungan ini sering terjadi dikarenakan wilayah yang terisolast Akses ang udsk memady
menjadi faktor mengapa masyamkn( lebih memilih untuk melakukan pemikahan sin anaupun Aegraran
keadministrasian lainnya melalui imam sctempat dmg.m keterbatasan pengetahuan akan pencatatan. selams
hal tersebut tidak menyimpang daripada syariat dan juga norma-norma adat yang ada maka masy arkat tetap
mclaksanakannya.

Kedua, masyarakat Kecamatan Mallusetast yang masih menjunjung tinggi, nilai Kehornutan harga dir
artinya siri'(malu), jika di dalam siri® maka masyarakat berusaha mempertahankan dan men junjung tngs
harga diri dengan sebisa mungkin. Nila-nilai dalum sin® tersebut senantiasa dipertahankan dalam sz o
kchidupan masyarakat bugis. Nilai-nilai yang terkandung dalam sin’ entn mengarah hepada hal pasttit gan
cenderung berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Terkadang di masyarakat terjudi ketika ingin mengadakan sesuatu acars pernikahan mereks lebih banvak
mengedepankan adat daripada peraturan-peraturan sehigga sering tenadi persoalan pemikahan sin. var
mana pernikahan 1tu belum cukup umur etapt tetap dilaksankan, Karena adat dan Aehormatan harga dint yang
sangat masih dipcgang crat. Apalagi Kalau sudah menentukan wakwi, pelaksanaan acara ap bepalan
walaupun administrasi pencatatan tidak ada dan berperanglah penghulu ilegal dalam pernikaban si i

Ketiga, Permkahan sire saat mimasih menjads polenik di: masyarakat, dimana ada masyarakat yane
Menyctujui dan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang udak menyetue terhadap prakuk pernikaban
tersehut. Masyarakat Mallusetast yung menganggap bahwa dengan menikab sin dapat mene cgah perbuatan
zina, sedangkan mereka yang tudak menyctujui menganggap bahwa pernihaban sio sangat merugihan mhal
perempuan dan anak yang dilahirkan dan pernikahan tersebut

Meski sudah banyak diketabur bahwa pernikaban siee metugihan Kaum perempuan, namun SAMPal saAt
i fenomena tersebut masth dijumpar, prakoh perakhan s tensebut tdak hamya tlenadr hoghungan
masyarakat yiang awan hukum, berpendidiknn rendah, atau golongan ekononi menengah kebawah sars. teta
Juga banyak terade die hinghungan masyackat terpelagaryang memaham: hukum, atg aupun dibinghunagan
msyurakat golongan menegih Keatis yang secatn ekonomi bisa dikatakan sangat m apan Fidak jacang diteman
dubadangan masyarakal umum

Praktek permkahan yang terpndi dv hngKungan masyacakie adak sepenubinvag mengai hepada Undang
undang  Beberapa proses peemikahun mengipu kepada Tembaga masimg masing  Sehamsny o driakwr Karena

Deauthorszation of Wlegol Offscaant in S Moreage i Mallusetass Dot Narow Ko ey



ISSN: 2685-6689 — - -:uk ddh:]

cngakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsckucnsinya piliban hukum dz
gidngng kcluar:a ccndcmngpd?scmhkan scbagai kewenangan pribadi. Scbag;x contoh, kasus nikah sir adalah
pilihan hukum yang didasarkan kepada kontcks agama yang penckanan cscnsinya tidak sckedar hubungan sajz.
lebih baik kepada faktor konsekuensinya pengamalan ibadah _kcpadu Allah (5) _

Menurut Kepala KUA dalam beberapa tahun pemerintah Kecamatan Mallusctas: m;pa wg
melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang pencatatan pernikahan dan rfammya akan d‘x,pa._(g
agar lembaga bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan ahli agama sclaku orang yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat untuk mensosialisasikan terkait [_)cngnlauln n_lkah. ) o

Walaupun sudah berusaha memberikan sosialisasi n?clulun Pengajian-pengajian olch pcm u.;.:‘. -\5_,__
Islam KUA dan Staf /Penghulu KUA Mallusctasi tapi kenyataannya rqas:h ada scba._g,;a A‘.’Vr_é_“_'g_'ig
Mallusetasi yang melaksanakan pernikahan siri Salah satu pelaku nikah sin m:z;:ba:.c:r, }’i,“
keberlangsunagn pernikahan mercka sudah di dukung olch adat dan dilakukan pencatatan fl:_ @,"_. :__—_
KUA untuk mendafiarkan perikahannya, namun ditolak oleh KUA dengan alasan befum cuh, .‘.1_;_ etag
pasangan ini tetap melangsungkan pernikahanya, agar sah menurut agama saja (etapi :tliak dun.x : _gc,:;__,_:
Dengan beralasan masyarakat sudah mengetahui bahwasanya acara pcrn}lkahan tetap di a:aisang: :k g
keluarga dari pasangan tersebut meminta Abdul Fattah untuk menjadi pcngh.ulu pernikahan mercka karemz
beliau sudah dianggap masyarkat sckitarnya scbagai Imam dan tokoh masyarakat. _ ‘

Nikah siri tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negare D;r: st o
persoalan penctapannya saat terjadi konflik antara suami isuj yang berujung dcngaq perpisahan 4:_-.
dapat menuntut haknya seperti harta gono-gini dan natk ah bagi yang sudah mempunya km seria adamva
ketidaknyamanan antar pihak suami atau istri dikarenakan hak dan kewajiban yang tidak tervalidas:

PROSEDUR PELAKSANAAN NIKAH SIRI DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN
BARRU . :
Pelaksanaan nikah siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru tidak jal{h btda.dcng:n pelaksanes-
pernikahan resmi namun, di dalam pemikahan siri it dimana tidak terdapat administrasi-adminiszas: Kastor
KUA karena memang petugas dari KUA dalam hal ini penghulu tidak datang dan tidak menghadm Kareoa
yang menaghadiri penghulu ilegal, yang dipilih atau ditunjuk oleh wali st calon mempelar.

Penghulu ilegal yang melaksanakan pernikahan siri yang membantu masyarakat melisanatan
pernikahan siri mereka melaksanakannya sama dengan pelaksanaan pernikahan yang resmi yang Lbsdin olen
saksi, wali, mahar, calon mmpelai, yang membedakan tidak tercatatkan di dalam administras-admin soas.
kantor pernikan siri di Kecamantan Mallusetasi yang dilakukan oleh beberapa pasangan

Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dikatakan sah apabila didakukon menuns
hukum Islam, calon suami atau calon calon istri yang hendak melakukan pemikahan ndak beleh memihis
perbedan agama ketika ingin melakukan nikah siri sebab nikah sin hukumnya sah asallan svasac o ke
nikah terpenuhi.

Fenomena pernikahan sirt yoang terjadi di K ecamatn Mallusetast juga dilakukan pada pasangan dengan
pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam mi dilakukan secara rahasia (si0) di Aarenakan pihul wal
perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pemikaban tnpa wali, atau hanya Narens mgn
memuaskan nafsu syahwat beluka tanpa mengindahkan lagr Ketentanketenman syanat Permikaban vang sub
sccara agama Islam namun udak dicatkan dalam lembaga pencatatan negary Banyal akor yaeg
menyebabkan seseorang tiduk mencatatkan permikahan di lembaga pencatatan sipl nesars Permilaban vang &b
rahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertenun. Misalnya, Kacena thut mendapathan sozma negant
dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu permikahan sirrl, atan Karena pertimbangan-pertimbangan
rumit rumit yang memaksa sescorang untuk merahasiukan permikahany a

OTORITAS PENGHULU ILEGAL DALAM NIKAH SIRI KECAMATAN MALLUSETUASI
KABUPATEN BARRU

Penghulu adulah petugas representast dan pemenmah yang bertugas unmk meniRahRan Aedus mempelas
untuk menggantikan walt due piak keluarga. La juga sekaligus mencatat peanikahan teesebut Ke dalam catatan
pemermtah Ditinjau daen segi teon kepastian hukum, penelitt juga melibat babwa beraw al dan Ketidak clasan
kewenungan penghulu dan status permikahan i hukum negara, sehingga permikahan tesebut tdak mem i
kepastian hukum yang jelas pula.

Kepastiun hukum: sebagamuna: Keadilan dan Kemunfaatan hukum adalah sebuah doktm Dok
kepistan hukum mengajarkion kepada setap pelaksana dan penegak hukum wnik (deomn teekendal i
keepatuhan warga agan ikut mengiga keteriban dalam sctap aspekh kehidupan) menday agunahan hukom s ane
stttk kasus yang samic yang dikenadi pula sebsagian dokeem the supremestate of natomal \..1-;
mengagarkan dinmeyak e adanya statas huikam yang mengatast Kehuasaan dan otocias Lan senvisal RTIEN
politk Tnlah dokoim yang berkonsekuense pada agaran Tebah Tt agar setap able hukum, Khusasmy oy ane
tengal bertagan sebagan hak i, tdak menggeunakan npukan-tuphan noomant lam selam yang @iebilang nor ma
Pukeum gona menghukum sante peskan, mennutagaran msdenn kepastian dan i akan kq!_ﬂula.n‘l hanya
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norma hukum yang (elah diundangkan yang dischut hukum nasional yang positif iw sajalah yang boleh
digunakan sccara mumi dan konsckuen untuk menghukumi sesuatu demi terwujudnya peradilan yang
independent dengan hakim profesional yang tidak memihak (6).

Kepastian hukum merupukan bugian dari hukum dan dibutubkan sebugui upaya untuk menegakkan
keadilan. Dengan kepastian hukum, setiap perbuatan yang terjadi dengan kondisi yang sama akan mendapatkan
sanksi yang sama pula. Ini adalah keadilan dalam bentuk persamaun di hudapan hukum. Berkatan dengan
kepastian hukum terscbut, Satjipto Rahardjo memiliki pandangan bahwa masyarakat modcm sangat
membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbugai interuksi antara para anggotanyas dan wgas itu
diletakkan di pundak hukum. Kepastian hukum menjudi semacam ideologi dalam kehidupan berhukum,
schingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut, Dengan menjads ideologi. terjad)
kecenderungan untuk mencampuradukkan antari pernyataan dun kebenarannya (7).

Undang-undang No. 22 Tahun 1946, dijclaskan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran,
terlebih bagi pihak yang menikahkan padahal bukan tugasnya menikahkan (penghulu ilegal) maka pihak
tersebut dijatuhi hukuman pidana sclama-lamanya 3 bulan atau denda scbanyak-banyaknya Rp.100,- rupiah
Hal ini terdapat dalam dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

“Barang siapn yang menjalankan pekerjuan tersebut pada ayat (2) pasal | dengan tidak ada
haknya, dihukum kurungan sclamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-ban yaknya Rp 100.-
(seratus rupiah)™(8).

Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Dacrah Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2065 yaitu: Dalam
Bab (1) Pasal (1) ayat (1) penghulu adalah pegawai pencatatan sipil sebagai pegawai pencatatan nikah yanz
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditun)ue
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut
Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan, ayat (2) kegiatan penghuluan adalah kegiatan pelayanan dan
konsultasi nikah/rujuk menurut serta pengembangan kepenghuluan (9).

Sebagaimana juga Tugas pokok penghulu berdasarkan Bab 11 pasal 4 Peraturan Menteri Pendayzgunzar
Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditmya 2ntz
lain melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk. pelaksanzan
pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan kosultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketenrazs
nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarza saxizat
dan pengembangan kepenghuluan.

Mengenai tugas pokok dan fungsi penghulu yang temyata turut memberikan andil dalam pembang:
keluarga sejahtera. Bahkan dalam struktur terbarunya, penghulu juga ditekankan untuk menjalin hus Zan
lintas scktoral dengan aparat dan masyarakat dalam bidang- bidang yang menjadi tugas pokok dan fungs
kepenghuluan.

Dengan demikian tugas pokok, fungsi dan wewenang kepenghuluan sangat strategis dalam menentias
keberhasilan pelaksanaan, serta pelayanan KUA dibidang perkawinan dan pembinaan Keluarga sakimah dalzm

mensejahterakan serta memudahkan masyarakal yang beragama Islam untuk melakukan pencantan
perkawinan,

Dari kasus pernikahan siri, ada beberapa  alasan masyarakat mengapa mereka menulh  dan
mempercayakan penghulu ilegal untuk membantu pelaksanaan nikah siri adalah Masyarakat sangat hormat dan
simpati dengan penghulu yang merupakan tokoh agama di lingkungannya wibawa penghuhu ly TR
masyarakat merasa lebih utama dan sah sccara agama bila menikah dengan mereka dibandingk 2an
petugas KUA. Mereka juga menganggap bahwa pencatatan nikah di KUA hanya prosedur negars dan bisa
dilakukan belakangan. Namnun, sebagian pelaku penghulu ilegal tetap menyarankan pasangan vang sudah
terlanjur melakukan nikah siri, untuk tetap mengurus pendaftaran pernikahan mereka di KU A setempat

Otoritas yang dimiliki penghulu ilegal disini bertujuan dalam rangka menjaga magavhid al-n ok
dengan memelihara agama dan jiwa, menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, dak ada pemaksaan
kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama seperti firman Allah SWT dalam sueat Al-Baqarah avat 256

Magqasid al-syariah khusunya memelihura agama menghuargai pernikalian sebagaribadah mulia vang
dapat mendekatkan diri kepada Allah, mempererat hubungan cinta, dan melahitkan keturunan vang shalth
Meski secara agama dianggap sah dan tanpa pencatatun oleh negara sehinggah tidak memiliki kekuatan hukum
namun nikah siri merupaka realitas sosial dalam masyarkat Kabupaten Mallusctasi, tenomena tersebut akan
memberikan dampak yang tidak ringan terutama pihuk perempuan dan pihak anak didiadam menjalankan peran
sosialnya.

Salah satu jalanya dengan menikah siei yang duwikahkan oleh penghulu degal Karena divhawanh
mereka melaksankan hubungan terlarang (tidak sesuat ajucan dan norma agama). Dalam tinjauan m
syariah dalam memclihara agama dalam penghulu ilegal pernikahan sio dibawah umur bertanggung
untuk memastikan bahwa pernikahan dilukukuan sesua dengan hukum Islam dan tdak melanggar Ketentuan
yang berlaku. Penghulu adalah scorang pemuka agama yang memiliki gas dan tanggung jawab dalam
menjalunkan pernikahan menurut hukum Islam, menurat hukum slam, nikah sic st pernikaban vang tdak
dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah sebugai aparat resmi pemerintah atan perkaw inan vang tdak
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ientatkan dEKantor Urninan: Agaman bigi yang besaggama Islam st i Kantor Catatan Sipil bugs yang tdak
Devigami Edam, tdak snh.

Dty kontoks pernikahun shel, monjuga fiwa menjudi sulih sutu tuguan utama yang harus dipenub
Monjoga fiwie datome pernikabim sirl dupat dilukikaun: dengan beberapn hal yakng kesepakutan bersama,
Kenefahterann fiwa, Kepustian hukam serta pecindungan huk-hak perempuan untuk menghindan erjadinya
Promicisan ati diskeiminust teridap perempuan dudum permikahun sir

Fenomena otorbsust nilkah siel temehut Juga didasni oleh pendapat penghulu ilegal untuk memeliharan
Kotrmnan daet pochintin zima sesuii e Allah dilam surat An-Nur ayat 24 bahiwa hukuman bagi pelakunya
dbmenm dengan ko cnmbnk don junn Untk imemelhar keluarga yung sabih i Allsh menghendaks
ke melakukan perkawinmm. Setap hkum i’ tentunya terdapat tuyuan dasar yang dapat dischut
sebigal e wtamn dan vy Sepech Nikidying tgoan anal disyariatkan untuk melahidkan keturunan
sedunpkin tjuan nammnyn adifioh mencar Ketenmmpan, memkmaty hal-hal yang halal dalam pernikahan dan
mongugn ek A bl yang dilivang welmnyin Mugqushid tinan i bertugas sebagiun penguat dur magasih sl

Penghurbu tegal datm memeliima ket datam permkahian sine yang merupakan satu-satunyas jalan
wivtuk EHEe al-Nasaby (menjoga nasab) atin sealisas da il Maqasid Syaniah Dalam konteks pernikaban wn
menjign ket dapat mengudi tuntnonpan knvenn permikahiun sin adik diakur secars bhukum dan Gdak
memilig pertmdungan ok Vg s dengan pernikahan yang sah

Otontsint ternkhie yakun penghulu ilegal g p mampa untuk melukukan dukungan permelharsan bar
dant permikahan i wkan berakibat hukum peevikahan s terthadap memelihars harts, pernkahan ndas
menuhike kekuwtan hukum sebingen wkan sungat sulic untuk mengatur mengenar harts Hersama dalen:
pernkahin s dun akun mempengurhi pormikahin Jdibawah wr terhadap kedudukan st dan anek

Pernikatuan s aleh penghul ilegal dipat berdumpak serus tethadap hak mater dan hars keluarg s
Karena tiduk dinkui secaa suh olel pemenntah, persikahan tersebut tdak memberikan periindungan huku:r
yong cukup. Dalim situast pereernn atwn Kenvatum, anak dan isto mungkin kesulitan untek mend 3 hak
winnsan dan bagian dare bt bevsoma. T menciptakan ketidukpastian finansial dan bk o yang dapoe

mergihan mereka, Oleh Karena i, pengakuan cesmi pernikahan sangal penling untus memacts .o
pethmdungan penah terhudap hak-hak kelua B

1 KESIMPULAN

St menyelidikie prakuk pernikaban s Recamatan Mallusetast, Kabupater Barre yany
dipenparulie oleh fakton peophiy dan akses yang Gdak memadan, sera keterbatisan pengctahuan akan
pentignye pencatatian pernikahan. Meskipun sosulisast telal dilakukan,

sehbagian muasyarakst mas
melahsanahan pernikahan sive Proses pernikalian sirk

e hampie sama dengan pernikahan ream dengan ayan
Kooy mengadi wali pemikalan dan kol agan atan lmam setempat bertindak sebagar peni b Makipo
atoritasy penghulu tegal tdak ada, mereka membantu masyarkat unk melaksanaban permikaban n-
meninte inbaduns Rekomendase dae informan adalah AgAE pasangan yang sudah melakokan pemikaban

tetap menpuis peadattacn pernikaban di KUA Kecamatan Mallusetast dan MENgUrLs surat seras dengar
b pasangannyas ke Pengadilin: Agamas Tnforman sangat dipercava oleh masyarakat Karers
Keterhibatmoyi didim Kegiatn Keagamaan
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Penelitian ind diuekomendastkan wk e pelayanan. Kaator Urasan Agama (KUY dan instans:
pendukung mentnphathan pemabanim bagt nasy sk Rabupaten bavou terkant sdany penghuty tegal dalan:
permkahan s disostbisusikan ke kepelosok-pelosok sehimgaea masyarkat benar meaahany PeNlIRNV A savar s
fepad dan tereatat administrast negarn: Penelitian i sl dao kata sempurna sehingga diharaph an adans
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